BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 3| TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala
Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
dengan berpedoman pada standar akuntansi
pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat : L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan
Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

e

Indonesia Nomor 4347);



4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

O Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

O Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
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10.

11.

12.

Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6119};

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340};

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 356
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
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13.

14.

15.

i6.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

g




/(

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
0015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan
Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1752);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomjor 108 Tahun
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Milik Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
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Menetapkan

27.

28.

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutahkhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG GSISTEM
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L

o

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Tlir.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Bupati adalah Bupati Ogan Ilir

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Iir.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah

tersebut.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian  atas
hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat PUSAP adalah Peraturan Menteri Keuangan
yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah
dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang
mengacu pada SAP berbasis Akrual dan penerapan statistik
keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi
fiskal dan statistik keuangan secara nasional.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi
sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah
daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang
disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, penganggarai dan pelaporan keuangan Pemerintah
Kabupaten.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
ita terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta
mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur
aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada
laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
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19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-
LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjuinya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari
SAL awal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kurang
Perhitungan Anggaran, koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan
ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam
pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu
entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan
yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,
dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan
ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi
dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam
rangka pengungkapan yang memadai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjuinya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Entitas Akuntansi adalah wunit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, bailk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban Iuar
biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas
bersangkutan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

42. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu.
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43.yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.

44, Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi
sesuai dengan yang seharusnya.

45, Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode
untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan
yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu
pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau
pada periode yang berjalan.

46.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan
dan Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan
Keuangan Daerah.

47. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi
Bendahara Umum Daerah.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari:
a. Sistem Akuntansi SKPD;

b. Sistem Akuntansi SKPKD; dan

c. Bagan Akun Standar.

Pasal 3
(1)Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimeksud pada Pasal 2

huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan, belanja,
aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta
penyusunan laporan keuangan SKPD.

(2)Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan, belanja,
transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan
koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan
laporan keuangan konsolidasian pemerintah kabupaten.

(3)Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat )
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tercanturm dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
(1)Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

¢ sebagai menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam
melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan
struktur laporan keuangan secara lengkap.

(2)Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas level 1 sampai dengan level 6, meliputi:

a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;

b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;

c. level 3 {tiga) menunjukkan kode jenis;

d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek;

e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek; dan
f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek.

(3)Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal,
pengklasifikasian pada buku besar, dan pengikhtisaran pada
neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

(4)Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Bagan Akun Standar yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten.

(5)Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5
(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan
mulai tahun 2022,
(2)Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 mengacu kepada
sistem akuntansi tahun 2022 yang berlaku pada pemerintah
kabupaten.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Ogan Ilir.
Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, |\ OFftew 2022
BUPATI OGAN ILIR,
dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya

pada tanggal, & Othey, 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.
MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR?H.
Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

\3
IMTIHANA, SH.,M.Si

PEMBINA TK. I/IV.b
NIP. 197502172008012001




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

Nomor Tahun 2022

Tanggal 2022

TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

SISTEM AKUNTANSI SKPD

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan

pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan, belanja, aset, kewajiban,
ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
Sistem akuntansi SKPD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:

Sistem Akuntansi Piutang

g P

Sistem Akuntansi Persediaan

Sistem Akuntansi Aset Tetap

Sistem Akuntansi Aset Lainnya
Sistem Akuntansi Pendapatan
Sistem Akuntansi Beban dan Belanja
Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan

® ™ 0 a0



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

Nomor Tahun 2022

Tanggal 2022

TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang
di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat
direalisasi (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan
melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih
adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima
pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau Korporasi
dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi
pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang
mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

1. Pihak Terkait
Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas
sebagai berikut:
a. Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti
transaksi yang yang belum diterima pembayarannya keBuku Jurnal.
b. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian pendapatan-LO
ke dalam Buku Besar masing-masing rekening.
2. Dokumen yang Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD:
e Surat Ketetapan Pajak Daerah.
e Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
e Bukti Memorial.
¢ Dokumen lain yang dipersamakan
3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi
Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah:
a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum
diterima pembayarannya.
Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan
inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum
diterima pembayarannya. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum
dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatatkan pengakuan Pendapatan-LO
dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.
Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas
jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat
penyusunan laporan keuangan, untuk menghindari duplikasi
pencatatan Pendapatan-LO.
Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum
diterima pembayarannya

Pendapatan LO.........coeeeuvnieuneneiiineneeeneeeenne. XXX

Mencatat penerimaan kas atas pendapatan-LO yang sudah diakui
tahun sebelumnya

Pendapatan LO......cc.eeiiiiiimmmmiineniiinne XXX

PiUtang ......ccoceeceeeresasascusrronnnaninaceestonsuentees XXX
7
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PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
Nomor Tahun 2022
Tanggal 2022

TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo

pada periode akuntansi berikutnya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan
bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan
jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Bagian Lancar Tagihan.......ccccccinmmnirascsnsannancansasss XXX
Tagihan Jangka Panjang..........cccceevuviuiinnnn... XXX

Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas
piutang (aging schedule).

Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas
jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut,
PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi
diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan
perkembangan kualitas piutang.

Beban Penyisihan Piutang.............ccocevviiinninan. XXX
Penyisihan Piutang..........cccoeiiiiiiniininnennnn... XXX

Mencatat Penghapus bukuan dan Penghapus tagihan Piutang
Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapus bukuan
dan penghapus tagihan piutang, maka PPK-SKPD akan mencatat
penghapus bukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih dan Piutang.

Sedangkan untuk penghapus tagihan piutang PPK tidak melakukan
pencatatan ke dalam jurnal.

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya
disisihkan.

Penyisihan PIRARE. < cxorosmmsmmmmanmmsnessmssmanmsess XXX
Beban Penyisihan Piutang...........ccccoevviineinnnnnnn. XXX
PIULANE. . ovvieeiiiiiiciiiiiiiiraciccaaaiaaeaeaess XXX

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya
disisihkan
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Nomor Tahun 2022

Tanggal 2022

TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.Akuntansi Persediaan pada SKPD
meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait
dengan Persediaan.Terdapat dua metode yang mempengaruhi sistem
akuntansi persediaan, yaitu metode periodik dan perpetual.

1. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain
adalah:
a. Penyimpan Barang
Dalam sistem akuntansi persediaan, penyimpan barang bertugas
untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas
pengelolaan persediaan.
b. Bendahara Pengeluaran
Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas
untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas
transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.
c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis
kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban
pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.
d. PPK-SKPD
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat  penatausahaan
keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi
persediaan yangdimulai dari jurnal hingga penyajian laporan
keuangan SKPD.
2. Dokumen yang Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain:
e Bukti Belanja Persediaan
e Berita Acara Serah Terima Barang
e Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun
e SP2DLS
3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi
Perlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan pada SKPD adalah:
a. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik
1) Pada awal tahun
Berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban
Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal
pada neraca

Beban PersediQamn.......cooeeveeeeereaieerieineniennnns XXX
PerSediaam. . vueeseneeneaneanneesenseaneaneannanaaanssas XXX

2) Pada saat pembelian
Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/ Invoice, PPK-SKPD akan
mencatat Beban Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

fw/ 4
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TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

3)
4)

Beban Persediaan......c.coiciisieciseonssssvosscssnssanes XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran................ XXX

Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan

Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan
berita acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang.
PPK-SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan
pengurangan Beban Persediaan

PerSEdiaGam.. .o e ieeeeeeeeearsasaarnseeesssessasseessnnnens XXX
Beban Persediaamn....cccoevvirrrereeeeneiennarieanns XXX

b. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual

1)
2)

3)

4)

</

Di awal tahun tidak dilakukan perjurnalan

Pada saat pembelian

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/ Invoice, PPK-SKPD akan
mencatat Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Persediaam....coceeverrencnceccssaruecarasossasarasansasens XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran.............. XXX

Penggunaan/Pemakaian persediaan pada periode berjalan

Pada saat penggunaan/pemakaian persediaan, PPK-SKPD akan
mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan
Persediaan

Belbiziin, Persotianll. i ssssssxasvasssessesssssnmenasemse XXX
|2 TS s 6 i 1= =t o DU DU XXX

Tidak terdapat jurnal pada saat penyusunan laporan keuangan,.
Persediaan akhir merupakan saldo Persediaan Awal + Pembelian —
Pemakaian Persediaan selama tahun berjalan.
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SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap,
yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3)
biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan
untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun
dengan maksud untuk digunakan.

1. Pihak-Pihak yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain
adalah:
a. Bendahara Barang atau Pengurus Barang
Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus
barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas pengelolaan aset tetap.
b. Bendahara Pengeluaran
Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas
untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas
transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.
c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan
bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran
pelaksanaan pengadaan aset tetap.
d. Pejabat Penatausahaan Keuangan
Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan
SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang
dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.
2. Dokumen Sumber
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap
antara lain adalah:
Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan
SP2D LS
SPJ
Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap
Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset
e Dokumen lain yang dipersamakan
3. Sistem dan prosedur akuntansi
Sistem dan prosedur penambahan nilai aset tetap serta sistem dan
prosedur akuntansi pengurangan nilai aset tetap.
a. Penambahan
1) Berdasarkan SPJ yang dibuat Bendahara Pengeluaran untuk
pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan
mencatat dalam buku jurnal.

ASEL TELAP. ..cuiuniiniiniriernierier e as XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran.........cccccoceviiiiicicnneninnnen. 300K

v/
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Setelah SP2D diterbitkan oleh fungsi perbendaharaan

ey E—— S —

Belanja Modal.......ccoouuieirriiimmmmmriiiiinies XXX
Perubahan SAL......c..ieuueeeeeseiuorneenmeniiainiirecuietisnaateatennen: XXX

2) Berdasarkan SP2D diterbitkan BUD untuk membayar penyelesaian
pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD
akan mencatat dalam buku jurnal.

ASEt TELAP...cuueeiirirrnnasarrtennnisttrntiisse sttt tanaaaaastenaees XXX
RE PPED. .osisiscsussnsnisisssasssamnusussnoneaisisriasdnsesssessimuscannsy XXX
Belanja Modal.......ccceeenumeimnniieiiinses e XXX
Perubahan SAL.......ceeeeiiueeusimiiuaresaseesieistnonuensunssensteniees XXX

3) Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara

serah terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

ASEt TELAP. ..uveueerierrrrrrnnnrisiiiesrernaranssa st XXX
Pendapatan Hibah-LO.......ccccoovrremiiiiiinnneieeinnnieeeenneee: XXX

b. Pengurangan
1) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berdasarkan Surat
Permohonan Kepala SKPD untuk penghapusan aset tetap, PPK-
SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

ASEt LAINNYA..cerrrreeunriienrrrrrrrteusmiiniiesnetssnaaseaesesaaaaiaees XXX
Akumulasi PEnyusSutan.......cooeueiiiinrinmms XXX
ASet TetAP..cuceressssasacessssnasananssrenstosusstssatonassasssasssssnnssaenss XXX

2) Penghapusan aset tetap yang telah di reklasifikasi ke aset lainnya
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang
penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku
Jurnal.

Defisit penghapusat aset lainnya.........coooovemmnneenenne: XXX
J e Lot o - VOO PP PP PP PP PP PPPPTTSIITTLPPPTLLLLL XXX

3) Penjualan dan pertukaran aset tetap berdasarkan surat perjanjian,
PPK-SKPD akan melakukan perhitungan penyusutan terhadap
aset yang dijual atau pertukaran masa awal tahun s.d bulan
penjualan dan membukukan dalam buku jurnal.

Beban PenyUSULAIL ....coieiieeecrrimmimmnssessesnnniia e XXX
Akumulasi penyuUSUtan.......ooevvrruuiiniiaareerernnunneereeeees XXX

4) Surplus penjualan aset tetap (nilai jual lebih besar dari nilai buku),
PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

BE PPED......coisisssssoisosspiacersrnnnnosnorssssssisaansssaiansesonsans XXX
Akumulasi PENyUSULAN....ccooiiiiiiiiniieinnirrnnieneeeenes XXX
ASEL TELAP. . ceeeeeerrriraraassasessssrntnnnaaensssssssionssssssasssssnnannses XXX
Surplus penjualan BMD yang tidak dipisahkan LO......xxx

( v/ 7
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9)

6)

7)

8)

Pencatatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai
pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima

Perubahan SAL.....ccovivirierieeereiaiiriiisaracisesessaraanneasasaas XXX

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan................. XXX

Defisit penjualan aset tetap (nilai jual lebih kecil dari nilai buku),
PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

RE PPKD....cvuiitiitirresnenssssnsssssasesssssssnsssstsstssssssassansas XXX

Akumulasi PENYUSULAIL ....iereeriieiriiriiiaeeriiia e XXX

Defisit penjualan BMD yang tidak dipisahkan..LO ............... XXX
ASEt TOLAD. . uuueruueeeuuscrunerasaeritieuereusettesitraaauaastuanseuneees XXX

Pencatatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai
pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima

Perubahan SAL.....ccceevereeieeieencenieneiiessesssssasestasssssasanans XXX

Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan.................... XXX

Pertukaran aset tetap yang menghasilkan keuntungan karena nilai
aset yang masuk lebih tinggi dari aset yang keluar

Aset Tetap (yang masuk).........cooeermmmminnnnim XXX
Akumulasi penyusutan Aset Tetap (yang keluar)....... XXX
Aset Tetap ...(yang keluar)..........ccoooiiiiiiiiiiiiee, XXX
Surplus Pertukaran BMD yang tidak dipisahkan -LO...... XXX

Pemberian hibah atas aset yang belum disusutkan berdasarkan
surat keputusan kepala daerah tentang hibah dan naskah
pemberian hibah, PPK-SKPD membukukan pada buku jurnal:

Bebhan HIBah... o sisssissasssonnsnsissssansessannvssessoserannsssvsosss XXX
ASet Tetap......ccooorenmsscecsrarnnsasrsseensssresnsssssaoasssssssssrannnnans XXX

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilakukan pada saat
penyusunan laporan keuangan dengan jurnal.

Konstruksi Dalam Pengerjaan........ccoceeveiminiinineneen XXX
ASet Tetap.....ccccceeesnumennecarernensssaosussosserananssnsressarasaanrennses XXX
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Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap
dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan
penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang
aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya.

1. Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lain

adalah:

a. Bendahara Penerimaan
Dalam sistem akuntansiaset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD
memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen
atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem
akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

b. Bendahara Pengeluaran
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD
memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen
atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem
akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

c. PPK-SKPD
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan
fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:
1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti

transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke
dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya antara

lain:

e Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara
Penjualan/yang Dipersamakan.

e Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/atau
Dokumen yang Dipersamakan.

¢ Kontrak/Perjanjian- Sewa/yang Dipersamakan.

e Kontrak/Perjanjian Kerjasama-Pemanfaatan/dokumen yang
Dipersamakan.
Kontrak/Perjanjian Kerjasama-BOT/Dokumen yang Dipersamakan.
Kontrak/Perjanjian Kerjasama-BOT & BAST/Dokumen yang
Dipersamakan.

e Bukti Pembelian atau Dokumen yang Dipersamakan.
Surat Lisensi dan Frenchise/ljin dari pemegang Haki Hak Cipta,
Paten/ Dokumen yang Dipersamakan.

e Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan.

3. Sistem dan Prosedur Pencatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi aset lainnya pada SKPD adalah:
a. Pada saat pengakuan/pembelian
1) Tagihan Penjualan Angsuran

pr o/ g
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3)

4)
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Ketika dilaksanakan penjualan aset ini secara angsuran, maka
PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan
angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan
dengan angsuran.

Selisih nilai penjualan dan nilai buku positif:

Tagihan Penjualan Angsuran ............ccceeeeeeennee XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.................. XXX
Surplus penjualan BMD yang tidak Xxx
dipisahkan..LO..u.ssssusesvssnsssssuossmnversnonnes
Aset TetaD . o s voss omssapuusssasssusennasavasvesvansnponas Xxx

Selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif:

Tagihan Penjualan Angsuran............ceceeveenneenns XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap................... XXX
Defisit penjualan BMD yang tidak Xxx
dipisahkan. LO::.c..ccusnususonssasasssossassssnnnnas
g I 7 ) L — Xxx

Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan
Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan.
Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SKPD akan membuat jurnal
pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.................... 30K
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian XXX
Keuangan Daerah-LO......cccccoiiianicnnianianns

Kemitraan denganPihak Ketiga—Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu
dengan perubahan Kklasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset
kerjasama/ kemitraan-sewa.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga..................... Xxx

ASet Tetap....cccceteervcrrencanraciasasssssessassonons XXX

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan ,yaitu
dengan perubahan Klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset
kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga..........c.......... Xxx
Aset Tetap/Aset Lain-Lain.................... XXX

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah (BGS)
BGS dicatat sebesarnilai aset yangdiserahkan oleh pemerintah
daersah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS
tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah
dari Aset Tetap.
Bangun Guna Serah...........cccoooviniiiiin Xxx

PAIIANE, e veresespysssedsimassiaisisisssnsssasssermssuss XXX

10



b.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

Nomor Tahun 2022

Tanggal 2022

TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

6) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Serah Guna (BSG)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau
sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan/ dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak
ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan
kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran
kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah
ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pada saat kontrak ditandatangani dan dibuat BAST, tanah milik
Pemda dikerjasamakan

G 17=0 012 | o A XXX

Pada saat bangunan dengan BSG telah selesai dan diserahkan ke
Pemda dengan BAST

Bangun Serah Guna (BSG)-..........cccceeiiiinnns Xxx
Kewajiban Jangka Panjang............. XXX

7) Aset Tidak Berwujud
Diakui pada saat Aset Tidak Berwujud diperoleh, maka PPK-SKPD
membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud.

8) Aset Lain-lain
Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-
SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan
penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang
direklasifikasi.

ASEt Laiti-1ain ccssssosmasumnmsusamirsesinaiasnevsmmennnne XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.................. XXX
ASet TetAD .o sessosicissusasnsunsssnassusssasssessssass Xxx

Penyesuaian Tagihan Jangka Panjang

Karena tagihan tersebut bersifat jangka panjang maka pada saat
penyusunan laporan keuangan,PPK-SKPD  akan melakukan
reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam
satu tahun ke depan.

Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran .. Xxx
Tagihan Penjualan Angsuran................. XXX
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e N e T

Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak Berat

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD
akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan
akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Penyusutan terhadap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dilakukan
dengan jurnal penyesuaian:

Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak

KEtiZR ..cevsonsessrsonnsssrssrosssarnrrnssssessoosanssassssssaenns XXX
Akumulasi Penyusutan Kemitraan
dengan Pihak Ketiga...........coooveunnennnes XXX

Amortisasi
Amortisasi terhadap aset tidak berwujud dilakukan dengan jurnal
penyesuaian:

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-......... XXX
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud XX

Pada saat selesai dikerjasamakan

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintahdaerah
disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan
pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BGS)

TANAN = «..ccvmemnsnnssneioss e s TS TSR TSRS S TY S AT e XXX
BangUNAaTm -......ccoerereruetrnnensaraniiiiiiiiiienranee XXX
Bangun Guna Serah (BGS)..........cc......... XXX
Hasil dari Bangun Guna Serah-LO.......... XXX
Kemitraan denganPihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BSG)
TAMAR =..xvucinimnersvsrevnasnenssnss ki HEREI RIS EREHEESS 00X
Ban@uUNAn —.......ceeeuernmenensiiiririeaee XXX
Bangun Serah Guna (BSG).........ccceeeeeen. XXX
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SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk
mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari
Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah.
Adapun Lain-lain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga;
penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi,
potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan
dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda
atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak;
pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; pendapatan
hasil pemanfaatan kekayaan daerah;dan pendapatan dari angsuran/cicilan
penjualan.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD
adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA),
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Bendahara
Penerimaan SKPD, BUD, dan Pihak Ketiga.

a. PA/KPA menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan

pajak/retribusi daerah /dokumen lain yang dipersamakan;

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA
berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku
Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO danNeraca;

2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen
pendapatan yang belum diterima pembayarannya

3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen
pendapatan yang  penerimaan yang  melewati  periode
diterbitkannya dokumen pendapatan

c. Bendahara Penerimaan SKPD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke
dalam buku kas penerimaan;

2) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap
hari.

d. BUD
Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh fihak
ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan.

e. Pihak Ketiga

Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak

lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.
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2. Dokumen yang Terkait
Dokumen
yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-
LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut:
¢ Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Tanda Bukti Penerimaan (TBP)

Surat Tanda Setoran(STS)

Bukti transfer/setor

Nota kredit bank

Bukti memorial

Bukti transaksi penerimaan kas lainnya

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta pencatatannya
Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah terdapat
dua kondisi pengakuan Pendapatan-LO yaitu:
a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan
b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

a. Pendapatan-LO diakui sebelum Penerimaan Kas

1) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan
Pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan
membuat buku memorial. Terhadap dokumen penetapan
pendapatan yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat
pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal
penyesuaian.

2) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan
pendapatan yang pendapatan-LO telah diakui di tahun
sebelumnya, untuk  menghindari  duplikasi  pencatatan
Pendapatan-LO. Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan
daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum
diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus
diakui walaupun kas belum diterima. PPK-SKPD melakukan
rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar
untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

a) Jurnal Penyesuaian atas dokumen pendapatan yang belum
diterima pembayarannya

b) Jurnal penyesuaian untuk dokumen penetapan pendapatan yang
sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun sebelumnya.
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b. Pendapatan-LO diakui setelah Penerimaan Kas
PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang
telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial.
Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterima namun
barang/jasa belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah
kepada pihak lain (belum seluruhnya menjadi hak pemda). Atas
kejadian ini maka Pendapatan-LO yang telah diakui dilakukan
penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi hak pemerintah daerah
dengan akun pasangannya Pendapatan Diterima Dimuka.

PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan-LO
yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial
sebagai berikut:

Pendapat@n-LO ..........cccc.ceevuneemiiniiiiniimimniiieannineans XXX
Pendapatan Diterima DimukQ@...........cccccocceeeeaiinnnnn.. XXX

Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat
penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima dimuka
(hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar telah
menjadi hak pemerintah daerah di tahun berjalan.

Pendapatan Diterima DImMuKQ..............ccccinniiininininnnns XXX
Pendapat@n-LO ............coovviveeeesciiiniiiiiimiiiiinnieiiiiisneees XXX
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SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dikenal istilah beban dan
belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja
merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana di atur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Akuntansi Beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan,
dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium/lembur/
vakasi/tunjangan khusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi
sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan
dinas, dan beban murni akrual.

Pembahasan akuntansi beban dan belanja meliputi pihak yang terkait,
dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan
dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak yang terkait
a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas

pegeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap

transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui
dokumen SPM dan Pengesahan SPJ.

b. PPKD selaku BUD
Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk
melakukan pembayaran.

c. Bendahara Pengeluaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti
pembayaran/ dokumen sumber lainnya.

2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan
bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber
lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan
verifikasi.

3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterimadengan
uang persediaan atau membuat SPP;

4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan
prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan
yang diterimanya;

5) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen
pembaaran sepert SP2D yang diterimanya/dokumen sumber
lainnya kepada PPK SKPD.

d. PPK SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara
pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti.

2) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran
dan membuatkan Memo Jurnal.

3) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi
sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah
dibuat;

(Y y
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4) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang
bersangkutan ke Buku Besar;

5) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan
menyiisun Laporan Keuangan.
e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya
Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa
berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran
dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti
pembayaran SP2D .

2. Dokumen yang terkait
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi
keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti
untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan
sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Beban dan Belanja SKPD
meliputi:
e Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan

Surat Tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan

Surat Bukti Pengeluaran/Belanja

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pegeluaran

Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ)

SP2D LS/GU/Nihil

Dokumen Kontrak/Perjanjian

Dokumen lainnya

3. Sistem dan prosedur akuntansi
Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD adalah:
a. Pengakuan belanja dibagi sebagai berikut:
- Melalui Uang Persediaan
Belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh
fungsi perbendaharaan.
- Melalui Kas daerah (LS)
Belanja dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.
b. Terdapat dua kondisi pengakuan beban yaitu:
1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; dan
2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
Terkait dengan pengakuan belanja dapat dilakukan pencatatan
sesuai dengan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber
yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
(1) Pencatatan atas pembayaran melalui PPTK
Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan
kepada PPTK maka maka perlu dilakukan pencatatan sebagai
berikut:

Panjar Kegiatén ............................................ oo XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran.....aasssssssssmssssvens XXX

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan panjar
kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan
jurnal sebagai berikut:

v/ .
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Uang MUKA......ccoeeieemmsmmrnmmmmmannmesismmnunnenessssee: XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran.............ccooeeeees XXX
Panjar Kegiatan...........oooviiiiirneinaaeenaneneneeennnnnnnee: XXX

Pendebetan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di
atas dilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang
diberikan oleh Bendahara Pengeluaran dengan penggunaarn panjar
tersebut oleh PPTK.

Pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh PPTK baru bisa
dilakukan setelah diterbitkan SP2D GU oleh BUD, yang dicatat
dengan jurnal sebagai berikut:

(2) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran

Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat dengan
jurnal sebagai berikut:

Belanja......ccooovvsnrnssmsmsseranissnssssiiiiinnnnnone s XX
Perubahan SAL.......ccceeeuerueeeeerniereniasictoresuoseereasen XXX

(3) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui kas daerah (BUD)
Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui
mekanisme LS maka Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal
sebagai berikut:

Belarjl.....coeveeennnninreeeneneenesnnnnnsnnssnessssenennn XX

Perubanan SAL .......covueeueeiiiaeesssinnrinanieisneene XXX

Terdapat dua kondisi pengakuan Beban yaitu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas
Apabila terdapat dokumen penagihan yang sudah menjadi beban
dan belum dilakukan pembayaran maka dilakukan pencatatan
dengan jurnal sebagai berikut:

2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
Apabila terdapat dari pengeluaran kas yang dilakukan oleh
pemerintah daerah belum menjadi beban maka dilakukan jurnal
penyesuaian sebagai berikut:

Beban dibayar dimuKQ...........cooeeeveiieeiieennnn 200
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SISTEM AKUNTANSI KOREKSI
KESALAHAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya
kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan
laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode
sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.
Kesalahan dapat terjadi karena adanya:
Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
Kesalahan perhitungan matematis,
Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,
Kesalahan interpretasi fakta,
Kecurangan, atau
. Kelalaian.
Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua’
jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang
tidak berulang.
1. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik
Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi
tertentu vang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini
biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa
kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal
koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat
pada saat ierjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan
kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/ menambah
Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:
a. Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar:
Pendapatan Pajak ... =LiO....ccccuiaivranssessesosanmssansssanes XXX
Ens di Kas Daeral: oo smsvenmmmsssmnassomsassmasasmasssad XXX

Decmn A mm c o D a1l TTYA B Tl
I'C.I.l'...l'd.l)'d.t'd..ll i = Ja.t& see “Li NS Y. ieeessssssssssssssasncnsnnnsnnsnnnes AAA

Perubahamn SAL ....coeiiiiiiiieinieeiesirieir e s XXX

b. Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar:

Kas di Kas DAactal). .....icanmossssisssssssusissssamesss XXX
Pendapatan Pajak ... -LO ..c..ccecemsersossassevsssasonssnnnnssasses XXX

Perubaligil SALussssssnsissossssimsinssnssuossnuspssissemsn XXX
Pendapatan Pajak ... -LRA .......cccciiiiiiiniiiiiaiiniiinncnnnn. XXX

QU S LN

2. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak

akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini

dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-pericde

sebelumnya.

a. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan
Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan
ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan
dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun
Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila
tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada
akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
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b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode
Sebelumnya
1) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

a) .Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun
Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun
Pendapatan-LO atau akun Beban.

b) Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan
pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan
ditemukan.

2) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan

a) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas,
pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada
periode kesalahan ditemukan.

b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan
menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun
Kas, Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-lain-LO.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran...xxx

Lain-lain Pendapatan-LO...........cccoooiiiiiiiiiininan.n. XXX
Perubahan SAL..........cooiiiiiiiiiiiiiiicen, XXX
Lain-lain Pendapalan:avisassivsniaasiasseinitin XXX |

c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban
sehingga  mengakibatkan penambahan belanja/beban dan

et 1rnrnol nnaial Kona malra namhbatiilan d;]a‘nilrnﬂ mada al -
J..I.J\/l.].ghl a..l-lsl. PU\:IJ.OI. 1xav, Liana Pblllu\:l—ulall dicinndncir r lJa.ua. a..!{‘\.ll.l

Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA
Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal:

BRKUIEAS... ooecrerssnrersenserssmnsnnsrssensassnssnensrannsansnsnes XXX
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran........ XXX
SILPA JSIKPR osomssmusmmsussssssississsa s XXX
Perubaban SAY. ..ocsummansmmmsisssirmasssmvissss XXX

d) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga
mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA
dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada
akun Kas, Ekuitas, dan Sil.PA /SiKPA.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran.....xxx
LR T L — XXX

Perubabhan SAL, .ueasusvansranmpasssnssspsscmeensasss XXX
SILPASIKPA ..ciocccasamnmnmaimmimarcsssssssisssassssniaasass XXX

e) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga
mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA
dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetuian pada
akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

153 T 1] T —————— XXX
Kas di Kas Daerah /Bendahara Pengeluaran.......... XX
SILPA/SIKPA ...t aa e XXX
Perubahan SAL.......ccooiiuiiiiiiiiiiiiieeeeeiieieie e XXX

f) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran
pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun
pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas,
SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.
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e ———— . —

(1) Penerimaan Pembiayaan- mengakibatkan penambahan
posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan
sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas
Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan
pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari
BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerali oo seesnesssossssaseans XXX
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang .................. XXX
Perubahan SAL.......ccviiiiiiiiiiiiiiiiiienenes XXX
SILPA/SSIKPA......cocoonmsoresscssnsserbiisisasaimasisassess XXX

(2) Penerimaan Pembiayaan- mengakibatkan pengurangan
posisi Kas.
Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan
sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas
Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran
angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan
dijurnal sebagai berikut:
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang...... XXX

Kasdi Kas Daeralic.ommcmssunssapsassassames XXX
SILPA/SIKPA. ....eovveeeeieiieeieeeeeieeie e, XXX
Perubahan SAL....covoiiiiiieiiiiieeeeannannaens XXX

(3) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan penambahan
posisi Kas.
Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan
sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas
Contoh: Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran
utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat,
akan dijurnal sebagai berikut:

Perubahan SAL....cccceeeeeeiieaiieeinmaineeannnens XXX

BULPA ISP, . s-vecsosnvansomamemmvammensnes s R sEEawas XXX
Kas di Kas Daerah......cccooevvieviieniiinnnnnnnns XXX

Utang kepada Pemerintah Pusat.................... XXX

(4) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan
posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan
sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Contoh: Terdapat pembayaran angsuran utang jangka
panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum
dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Utang kepada Pemerintah Pusat............... XXX
Kasdi Kas Daerah......cccooiiiiiiiiiiiiieiieninnnnns XXX
SILPA [SIKPA:: cvserssmmssisssssimasssarsnrvansnannss XXX
Perubahan SAL......ooeiiiiiiiiiiiiiiineninneaesneans XXX

g) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan
menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan
pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset
bersangkutan.

/ .
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(1) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap.
Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang
dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran..xxx
i1 o - 1< OO T T XXX

Pertibahai SAL vessusssscsssvnsssessnrasnssesisasnsaans XXX
SILPA/SIKPA....ccc.ceeuiiiietanarrosscassioncsrassnensaeocncns XXX

(2) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap.
Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan yang

dibeli.
Peralatan......c.coceeeccenasersncessssssssansosasssanses XXX
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran...xxx
SiLPA/SIKPAL......ccocnmeiimariensarnessassresssassne XXX
Peruibahian SAL. o mssssmipisissssnusonsnsopsssvenns XXX

h) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah
maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan
pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban
bersangkutan.

(1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda Kkelebihan
membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerah......ciscsssissssscanvsanovsmonss XXX
ULANIE. e cueiernnreenisnnsarsnsssssieasstmressssassnsssstssteassss XXX
Perubahan SAL.....cccvvveiiiiiiiiiieiiinneiinnnees XXX
SILPA/SIKPA.......ucivrunenennaereneniiiasirinnrenasseees XXX

(2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar
angsuran utang jangka panjang.

1072V TS RALRELILE XXX
Kas di Kas Daerah......ccccevvviiiiiiiceeinniceniannnns XXX
SILPA/SIKPA......ccceareeeierianiareennssssasssnninssenss XXX
Perubahan SAL.......cccccceiiienciaiaaiannes shimages o R
)\
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H

SISTEM AKUNTANSI SKPKD

Sistem akuntansi SKPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja,
transfer, pembiayaan, aset, piutang, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan
koreksi pemerintah daerah. Sistem akuntansi SKPKD terdiri dari sistem
akuntansi pokok sebagai berikut:

Akuntansi Piutang SKPKD

Akuntansi Investasi SKPKD

Akuntansi Kewajiban SKPKD

Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA SKPKD;

Akuntansi Belanja dan Beban SKPKD

Penyesuaian dan Koreksi SKPKD

0o TP

Sistem akuntansi SKPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran
secara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan
pertimbangan biaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa:

1. Nilai anggaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
diperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPKD atau DPPA SKPKD;

2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan
diselenggarakan akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem
penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas

maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu

akun “Perubahan SAL”.
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SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang
di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat
direalisasi (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan
melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih
adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima
pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi
dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPKD meliputi
pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang
mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD), yang memiliki tugas

sebagai berikut:

a. Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti
transaksi yang sah dan valid dan Buku Jurnal LO dan Neraca.

b. Melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO
kedalam Buku Besar masing masing rekening.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPKD:

e Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan.

e PMK untuk Bagi Hasil Pajak, Bukan Bagi Hasil Pajak, DAK, Dana
Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa.

e Perpres untuk DAU.
Keputusan Kepala Daerah Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dan
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang.

e Keputusan Kepala Daerah/ PMK/Dokumen yang dipersamakan.

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPKD adalah:

a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum
diterima pembayarannya.
Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPKD melakukan
inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum
diterima pembayarannya. Terhadap dokumen penetapan tersebut,
PPK-SKPKD mencatatan pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang
sebagai jurnal penyesuaian.
Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPKD melakukan jurnal balik atas
jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan diakhir tahun untuk
menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.
Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum
diterima pembayarannya
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Mencatat penerimaan kas atas pendapatan-LO yang sudah diakui
tahun sebelumnya

Pendapatan.......ccooeeervviarermnniiieiiennnsennanens -LO Xxx
PIOtANE «woossmssassesisssmsvsmnmpennssoassasanssnns XXX

b. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo
pada periode akuntansi berikutnya
Setiap akhir periode akuntansi PPK-SKPKD berdasarkan bukti
memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian
Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun ke depan.

Bagian Lancar Tagihan..........ccccooooiinns Xxx
Tagihan Jangka Panjang....................... XXX

c. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas
piutang (aging schedule)
Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPKD membuat bukti memorial
atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial
tersebut, PPK-SKPKD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Beban Penyisihan Piutang...........c.ceeeenies Xxx
Penyisihan Piutang...........cc.oooeeeevennennee. XXX

d. Mencatat Penghapus bukuan dan Penghapus tagihan Piutang
Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapus bukuan
dan penghapus tagihan piutang, maka PPK-SKPKD akan mencatat
penghapus bukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih dan Piutang, sedangkan untuk penghapus
tagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.
Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya

disisihkan
Penyisihan Piutang.........ccooooiinn. Xxx
Beban Penyisihan Piutang..........cccoeeeeiniiiiinninnnn Xxx
PiUtang.......ccocosesascosesraariosisssnoscrsrsassnnsanescass XXX
Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya
disisihkan
Penyisihan Piutang.........ccoooinmiiiininnnn Xxx
PiUtang......cococeeseunerennaseencrusntsnscransnencssannrses XXX

27,
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SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan
instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk
memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam
jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk
investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

1. Pihak Yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain:
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD)

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-SKPKD melaksanakan fungsi

akuntansi SKPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam
Buku Besar masing-masing rekening (sub rincian objek).

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL
(LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas
(LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. SKPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, SKPKD memiliki tugas:

1) menandatangani laporan keuangan SKPKD sebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/ konsolidasi yang dilakukan oleh
fungsi akuntansi SKPKD.

2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab SKPKD.

2. Dokumen yang Terkait

e SP2D LS

e Nota Kredit

e Surat Perjanjian Penjualan/Pembelian Investasi
3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

a. Perolehan Investasi
1) Berdasarkan SP2D-LS, Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan
dalam buku jurnal.

Investasi JK PendekK......ccovviiiiiinieniciin. XXX
Kas di Kas Daerah ........ccccoeeveaiaaiieuiiueciaceirnneesestereneees XXX

Jika melalui penerbitan LS, Fungsi akuntansi-SKPKD
membukukan pada buku jurnal.

Pengeluaran Pembiayaarn. .......oocveaierennnnmmnnessnees XXX
Perubahan SAL ........oeeeeeeiiuimuiaruiariiiiatieteasieiteazeeiees XXX

2) Berdasarkan SP2D-LS untuk penyertaan modal dalam peraturan
daerah dieksekusi. Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam

\ » /buku jurnal. 4
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Penyertaan Modal Daerah........csoesimsssssssssssassassssse XXX
Khd A1 Kas PDagtah ..o anasm o s prasrsen XXX
Pengeluaran Pembiayaan-PMD..............c.ccooinnne. XXX
Perubahian SAL sosnvsniossassissvismsiiissassssio s XXX

b. Pelepasan Investasi
1) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-SKPKD
membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.......ccccoeviviiiiiiiiiiiiiiiiccie, XXX
Pendapatan bunga - LO.......ccovvviiiiiiiiiiiieieiceeeeeeeeees XXX
InveEstan) JK PendRIC ... nvmanicmsimiinsisssimiimmisiis XXX

Jika dianggarkan dalam pembiayaan, Fungsi akuntansi-SKPKD
membukukan pada buku jurnal sebesar nilai yang diterima.

Perubahan SAL
Penerimaan Pembiayaan

.............................................

2) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-SKPKD
membukukan dalam buku jurnal.
Pelepasan investasi jangka panjang di atas nilai perolehan investasi
jangka panjang

R ST T R —— XXX
Surplus Pelepasan Investasi Jk Panjang LO................... XXX
Utang Obligasi....ouu ettt iieie et eis e e eaaanens XXX

Perubabian SAL: . .oesisisssssinesse iiosssss s s massesinss XXX
Penerimaan PembIBYRRAN. ... .oososissssssvs sonsonsssisissssisaess XXX

Pelepasan investasi jangka panjang dibawah nilai perolehan
investasi jangka panjang.
Kas di Kas Daerah........c.ccoveuiiiiniiiiiieeieieeieeieeeaeenes XXX
Defisit Pelepasan Investasi Jk Panjang LO.............. XXX
Utanig ObBEaE: . sivassmissssvanisamssvusssisisssssssivasssdsspssens XXX
Perubahan SAL.......coceiviiiiiieiiiiieieieieeieeeaeaeeeaenns XXX
Penerimaan Pembiayaan........cccceeueieiiuiiiiniiiinininenannnes XXX

c. Hasil Investasi
1) Hasil investasi jangka pendek
Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi
akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

7/

Kas di Kas Daerah
Pendapatan bunga-LO

............................................
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Perubahan SAL......cocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic e, XXX
Pendapatan bunga.........ccoceeeeiiiiiiiiiiiiiieiiecieeieanen XXX

2) Hasil Investasi Jangka Panjang dibagi dalam 3 metode:
a) Metode Biaya
Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima oleh BUD,
Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal

Kas di Kas Daerah........ccovvuviiiiiiiiiiniiiiiiiciiceicinaas XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda atas-LO...... XXX

Perubahan SAL.....cccoiiiiiiiiiiiiiiieiiec e XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda atas ............. XXX

b) Metode Ekuitas
Pembukuaan hasil setelah RUPS (untuk penetapan bagian
laba), Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku

jurnal.
Penyertaan Modal Pemerintah............c.ccccevvvninennnnne. XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda atas-LO............ XXX

Pembukuan pada saat penerimaan hasil, Fungsi akuntansi-
SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

s L R T 5 T —————— XXX
Penyertaan Modal Daerall... ... assssmessssssnssossenssnsossess XXX
s ol ur s T R TE———— XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda atas.............. XXX

c) Metode Nilai Bersih yang direalisasikan
Pembukuaan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi
akuntansi-SKPKD membukukan hasil dari dana bergulir dalam

buku jurnal.
Kas di Kas Daerah........ccccooiviiiiiiiiiiiiiiiiiiccieieean XXX
Hasil Pengelolaan dana bergulir LO......cocoiiiiiiiiiiiiinnannns XXX
Perubahan SAL.....ccumomnsammsmmmssemsisssnscosssso XXX
Hasil Pengelolaan dana bergulir..........cccuvvuviiiiinninninnnnnns XXX

Pemakaian metode ini pada akhir tahun untuk hasil yang
belum direalisasikan (masih berupa piutang) akan dilakukan
penyesuaian (sistem prosedur akuntansi piutang)
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SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN SKPKD

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat
melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang
bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat,
alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada
pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara
hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-
undangan.

1. Pihak yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri atas:
a. BUD

1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan
reklasifikasi utang;

2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh
Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala
SKPKD.

b. Fungsi Akuntansi SKPKD

1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam
Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, SKPKD memiliki tugas

menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum

diserahkan kepada BPK.

2. Dokumen yang Terkait
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap
antara lain adalah:
e Surat Perjanjian Utang
e Nota kredit
e SP2DLS
3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi
Sistem dan prosedur penambahan kewajiban (penerimaan pembiayaan)
serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan kewajiban
(pengeluaran pembiayaan).
a. Penambahan kewajiban
Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjian utang, fungsi
akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....cccoevveeiiimniiriiereniriiesiie e XXX
Utang Jangka Panjang kepada.........ooooeiinneennnmmnnneeiinneeene XXX
Perubahan SAL......cccceciiirmnruirmnrsistisniensrieumeee XXX
Penerimaan Pembiayaan......ccoeevueeeenseeuiiirnnerunnenenireaneenneees XXX

</ 7
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b. Pengurangan Kewajiban
Berdasarkan SP2D LS untuk membayar hutang jangka panjang yang
telah jatuh tempo, fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam
buku jurnal.

Bagian lancar Hutang jk. Panjang..........c.ccccceviuiiniinnann.n. XXX
Kasdi Kas Daerah............c.ccoeiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiiiiieieeeanns XXX
Pengeluaran Pembiayaan...........ccoceevieiiiiiniiiiiciiniainans XXX
Perubahan SAL.......o.ouiuiuiiiiieiiiiiiieieeeeeeeeeeieeeaeieeaeaenens XXX

Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman yang
dipercepat (Sisa Pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), fungsi
akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Hutang jk. Panjang.......cccoceviiuiiniiniiiieieiieieseeeeaeaeannens XXX
Surplus penyelesaian Kewajiban Jk Pangang..................... XXX
Kas di Kas Daerah.......oocuvuuiiuiiueiieeeieieeeeieeeeeeieeaaaanen XXX
Pembukuan sebesar nilai yang dibayar
Pengeluaran PeMBIaNaAIT. «cuososaaps-snarsussnsss s senips s XXX
il ez v o e 1 I —————— XXX

c. Pada saat penyusunan laporan keuangan,
Berdasarkan surat perjanjian hutang fungsi akuntansi-SKPKD
menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun
kedepan dengan membukukan dalam buku jurnal.

Utang kepada........couiiiiiiiiiiiiciiciciic e XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada...............cc.ccevvvnveninnn... XXX
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SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN-LO
DAN PENDAPATAN

Pendapatan yang dikelola SKPKD Kabupaten Musi Banyuasin adalah
pendapatan yang berasal dari dana transfer, baik dari pemerintah pusat
maupun pemerintah provinsi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan tentang alokasi dana tersebut serta Lain-Lain
Pendapatan yang Sah.

1. Pihak Terkait
Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD
antara lain Bendahara Penerimaan SKPKD, Fungsi Akuntansi SKPKD,
dan SKPKD selaku BUD.
a. Fungsi Akuntansi SKPKD
Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi SKPKD,
memiliki tugas mencatat transaksi/kejadian Pendapatan-LO dan
Pendapatan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke
Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
b. Bendahara Penerimaan SKPKD
1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke
dalam buku penerimaan SKPKD.
2) membuat SPJ Penerimaan.
c. SKPKD Selaku BUD
1) menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer
pemerintah pusat, antar daerah atau pihak lainnya.
2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi
Akuntansi SKPD.
c. Pihak ketiga lainnya
Selain pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan
dengan sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD adalah
Kementerian Keuangan, misalnya untuk dana transfer atau
pemerintah daerah lain/pihak lain pemberi hibah.

2. Dokumen yang Terkait
e DAU: Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun).

e DAK: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan

Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun).

¢ Dana Bagi Hasil:

. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan
(yang diterbitkan tiap tahun).

. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi
Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas,
Kehutanan, dan Cukai yang diterbitkan tiap tahun).

- Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana
Bagi Hasil (yang diterbitkan tiap tahun).

e Dana Otonomi Khusus

Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus

ke Provinsi (yang diterbitkan tiap tahun). (Khusus Daerah Otsus)
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¢ Dana Penyesuaian:

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun);
Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Tambahan Penghasilan
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) (untuk provinsi) yang diterbitkan tiap
tahun, Peraturan Kepala Daerah tentang Satuan Pendidikan Dasar
Penerima Dana BOS (untuk kabupaten/kota), Rekening Koran
Bank Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah BOS dari provinsi.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah
(vang diterbitkan tiap tahun).

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah,
antara lain:
e Dana Hibah:

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara pemerintah daerah
dengan pemerintah pusat/antar daerah/pihak selain pemerintah).
Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah atas hibah yang sumber dananya dari
hibah luar negeri).

Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk permintaan
pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain Surat
Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak, Rencana Penggunaan Hibah, salinan DPA-SKPD, salinan
SPM yang disampaikan oleh SKPD kepada BUD, salinan rekening
koran, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D
yang disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap
sebelumnya, Laporan Penggunaan Hibah, Laporan Penggunaan
Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.

Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.

e Dana Darurat: Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana
Darurat
Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan Lain-
lain Pendapatan yang Sah, antara lain Nota Kredit dari Bank Kas
Daerah atas Rekening Koran dari Bank Kas Daerah.

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari pemerintah
provinsi ke pemerintah kabupaten ini antara lain: (Khusus untuk
Kab/Kota)

e Dana Bagi Hasil Provinsi: Peraturan Gubernur tentang penetapan
alokasi Bagi Hasil Pajak provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan
tiap tahun);

e Dana Otonomi Khusus ke kabupaten/kota: Peraturan Gubernur
tentang alokasi Dana Otonomi Khusus kepada kabupaten /kota (yang
diterbitkan tiap tahun);

e Nota kredit dari Bank Kas Daerah pemerintah kabupaten

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPKD adalah:

a. Selama tahun berjalan, Pendapatan diakui bersamaan dengan
penerimaan kas; dan

b. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.

74
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Pendapatan-LRA diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas

Saat surat penetapan/dokumen peraturan perundang-

undangan/dokumen yang dipersamakan diterima maka belum

dilakukan jurnal pengakuan Pendapatan-LRA.

Pihak ketiga (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga lainnya)
melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Setelah diterima
maka Bank Kas Daerah akan membuat nota kredit atas penerimaan
tersebut dan disampaikan kepada fungsi akuntansi SKPKD untuk
pengakuan Pendapatan-LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA dilakukan pada saat diterimanya
dana/kas masuk di kas daerah, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Perubahan SAL ....cccssrssssncensvossnns XXX
Pendapatan Transfer /Lain Pendapatan yg Sah-LRA.. XXX

. Pendapatan-LO diakui sebelum Penerimaan Kas.

1) Fungsi akuntansi SKPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen
penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya.
Terhadap dokumen pendapatan yang belum dibayar tersebut,
Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat pengakuan Pendapatan-LO
dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.

2) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat
penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti
penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus diakui
walaupun kas belum diterima. Fungsi Akuntansi SKPKD
melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang
belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

2210172V o 1= SUUO U R XXX
Pendapatan-LO ........ccocceeeeueieniiiiniiiieaenennes XXX

Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan
pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun
sebelumnya untuk mencegah duplikasi pencatatan pendapatan-
LO:
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SISTEM AKUNTANSI BEBAN
DAN BELANJA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dikenal istilah beban dan
belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja
merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana di atur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Akuntansi Beban pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui,
mencatat, dan melaporkan Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah,
Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer (Beban Bagi Hasil, dan beban
Bantuan Keuangan), dan Beban Tak Terduga.

Akuntansi Belanja pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui,
mencatat, dan melaporkan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,
Belanja Bantuan Sosial, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga.
Pembahasan akuntansi beban dan belanja SKPKD meliputi pihak yang
terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang
akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak yang Terkait
a. Fungsi Akuntansi SKPKD
Fungsi Akuntansi SKPKD bertugas untuk melakukan administrasi
termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas
setiap transaksi yang terjadi.
b. SKPKD
SKPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaki beban
yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana
untuk membayar beban yang terjadi.
c. BUD/Kuasa BUD
BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran
atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:
1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja
kedalam buku kas umum SKPKD.
2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang Terkait
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi Beban,
Belanja, dan Transfer pada SKPKD antara lain:

Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang

Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibah

Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan

Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik

Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuangan

e Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Pendapatan Lainnya ke kabupaten/kota

e Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Retribusi/ Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke desa

e Surat Tagihan dari pihak ketiga

e SP2D
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3. Sistem dan Prosedur Akuntansi
Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPKD adalah:
a. Selama tahun berjalan, pengakuan belanja dibagi sebagai berikut:
- Melalui Bendahara Pengeluaran
Belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh
fungsi perbendaharaan. Sebagai contoh pemberian bantuan hibah
dan bansos yang nilainya dibawah 5 juta.
- Melalui Kas daerah (LS)
Belanja yang melalui kas daerah dicatat bersamaan pada saat
terbitnya SP2D-LS.
b. Terdapat kondisi pengakuan beban diakui sebelum pengeluaran kas

Selama tahun berjalan, pengakuan belanja dibagi sebagai berikut:

a. Pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran
Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara
Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Apabila telah diterbitkan SP2D dari BUD, maka dicatat dengan jurnal
sebagai berikut:

Belanja Hibah/Bansos .........ccccceviin. XXX
Periibaban SAL. ..cosssmessimsmsmsnmssmmavnssonsesmasse XXX

b. Pengeluaran melalui kas daerah (LS)

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui
mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Terdapat kondisi pengakuan beban diakui sebelum pengeluaran kas.
Apabila terdapat dokumen penetapan yang sudah menjadi beban dan
belum dilakukan pembayaran, maka dilakukan pencatatan dengan
jurnal sebagai berikut:

Utang Beban........ccooeueiieaeiieniniiansetiaiiinnrnnnanieesnnenss XXX

Pada saat penyusunan laporan keuangan, akan dilakukan penyesuaian
atas utang beban yang dibayar pada tahun berjalan.

v/ .
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SISTEM AKUNTANSI KOREKSI SKPKD

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya
kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan
laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode
sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Beberapa koreksi yang terjadi di SKPKD adalah sebagai berikut:

a. Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan
sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas,
pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca
yang terkait.

1) Penerimaan Pembiayaan-mengakibatkan penambahan posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga
mengakibatkan penambahan posisi Kas
Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran
angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal
sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah.. . ocisseississrsnssrsnsasnsnssnsusenersonsas XXX
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-
BUMD-Jangka Panjang......cc.ccccceieceosancaeceasnossoscasascsssearass XXX
Perubahatl SAlL.........cissaissssssasssenissssisnnnssiaavssesipess XXX
SILPA/SIKPA.......coccieieesenrnranrnnnssoscstssisastsricrsnectcncncns XXX

2) Penerimaan Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga
mengakibatkan pengurangan posisi Kas
Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok
pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-
BUMD-Jangka Panjang......c.ccoreeeecessacecrecassasrssesneses XXX
Kas di Kas Daerah.......ccccccvvviiniininiiniiiiiiiiieiensisssisannes XXX
SILPA/SIKPA.....cc.iiiiiiiniiiiiriereern e ssaae e naaes XXX
PerUbahan SAL......esssseesnssssiimisussmasssosssassssssis sessassanne XXX

3) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan penambahan posisi Kas.
Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga
mengakibatkan penambahan posisi Kas
Contoh: Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang
jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal
sebagai berikut:

Periibahianl SAL: .. owsummmsrsmeasssevsusspasssssvenssnsnonnes XXX
SALPA/STKPA. ....veveveeveeeeevieseesseseessesiesanssansessns e XXX
Kasdi Kas Daerah.......ccocovuiiiininininieineiicniaes XXX
Utang kepada Pemerintah Pusat...........ccooocveieiinnennnnns XXX
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4) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga
mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh: Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun
lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi

sebagai berikut:

Utang kepada Pemerintah Pusat.............cc.oeivnnee XXX
Kas di Kas Daerah .......cccciceineieccucsasassansassassssnssossssess oo XXX
SILPA/SIKPA....ccuiiitiiieiiieaeeerieeiinrr st XXX
Perubahan SAL....ccovviveieeiienrieeresuireinciseasssssnsassassans XXX

b. Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun
mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas,
SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran
utang jangka panjang.

Kis di Kas Daeralh...cosass i smsmmmmmmyanmmuss samsse 53 XXX

L5171 12 XXX
Perubahan SAL....cccceiieeirieiniaeeaieiecnraneanssnmnsensanenns XXX

I e ey T — XXX

2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran
utang jangka panjang.

L0171 o T~ R LT PP PP LT PLER T
Kas di Kas Daerah

SILPA/SIKPA. .. .oiiuiiiiiimriierennneiiis i
Perubahat SAL. ... .cicsssiessiasssassssssistysimassssvrvsnsassnsssnnsys
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NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GGAN JLIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING

URAIAN

SALDO NORMAL

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah

0001

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimazan

0001

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengsluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran

0001

Kas di Bendahara Penggluaran

Kas di BLUD

01]04| 01

Kas di BLUD

01]04]| 01

0001

Kas di BLUD

D1]05] M1

Kas Dana BOS
|Kas Dana BOS

01]05) 01

ooo1

|Xas Dana BOS

|Kas Dana Kapitasi pada FKTP

01]06]01

Kas Dana Kapitasi pada FKTP

01]08) 01

0001

Kas Dana Kapitasi pada FKTP

¥as Lainnya

01jo7{01

{Kas Lainnya

0107101

0001

|ikas Lainnya

Sefara Kas

01j08ji 01

Setara Kas

01§08 01

0001

Setara Kas

Kes Dana Desa

011091 01

Kas Dana Desa

01]09]01

000

Kas Dana Desa

Investast Jangka Pendek

Investasi dalam Saham

Investasl dalam Saham

0001

Investasi delam Saham

Investast dalam Deposito

Deposito Jangka Pendek

0001

Deposito Jangka Pendek

Investasi dalam SUN

Investasi dalam SUN

0001

Investasi dalam SUN

Investasi dalam SBI

Investasi dalam SBE

0001

Investasi dalam SB!

Investasi dalam SPN

02)05)01

Investasi dalam SPN

02]05) 01

0o

Investasi dalam SPN

Investasi Jangka Pendek BLUD

021086(01

Investasi Jangka Pendek BLUD

02106¢01

0001

Investasi Jangka Pendek BLUD

Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (FKB)

Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan

0001

Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi

0002

Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umurm

{003

Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat

0004

Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Dasrah

Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep

0001

Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jesp -Pribadi

0002

Piutang PKB-Mohil Penumpang-Jeep -Umum

0003

Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pemerintah Pusat

0004

Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pemerintah Daerah

Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus

0001

Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribad}

Qo02

Piutang PKB-Mohil Penumpang-Minibus-Umum

0003

Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat

Q004

Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah

Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus

0001

Piutang PKB-Mobi! Bus-Microbus -Pribadi

0002

Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus -Umum

0003

Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus -Pernerintaly Pusat

Q004

Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus ~-Pemerintah Daerah

Piutang PKB-Mobil Bus-Bus

0001

Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi

0002

Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum

0003

Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat

Q004

Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah

Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Fick Up

0001

Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pribadi  *

0002

Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Umum
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0003 {Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pemerintah Pusat
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08

0004 |Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pemeriniah Daerah

07

Piutang PKB-Mobil Bareng/Beban-Light Truck

o7

0001 jPiutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pribadi

0002 |Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Umum

0003 |Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pemerintah Pusat

0004 |Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pemerintah Daerah

Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck

0001 |Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pribadi

0002 |Piutang PKB-Mobil Barang/Baban-Truck -Umum

0003 |Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pemerintah Pusat

0004 |Piutang PKB-Mobil Barang/Baban-Truck -Pemerintah Daerah

Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van

0001 |Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pribadi

0002 |Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Unum

0003 |Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pemerintah Pusat

0004 |Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pemerintah Daersh

Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Mofor Roda Dua

0001 _|Piutang PKB-Sepeda Motor-Sspeda Motor Roda Dua-Pribadi

0002 |Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum

0003 |Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Mator Roda Dua-Pemerintah Pusat

0004 |Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Reda Dua-Pemerintsh Daerah

Piutang PKB-Sepada Molor-Sepeda Motor Roda Tiga

0001 |Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi

0002 |Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Reda Tiga-Umum

0003 !Piutang PKB-Sepeda Mctor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat

0004 |Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motar Rods Tiga-Pemerintah Daerals

Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

0001 |Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi

0002 iPiutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum

0003 |Piutang PKB-Kendaraan Berimotor yang Dicperasikan di Air-Pemerintah Pusat

0004 |Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah

Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar

0001 |Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi

0002 |Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum

0003 |Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat

0004 |Piutang PKB-Kendarsan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah

Piutang PKB-mobil Roda Tiga

0001 |Piutang PKB-mobil Roda Tiga-Pribadi

0002 1Piutang PKB-mobil Roda Tiga-Umum

0003 |Piutang PKB-mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat

0004 " |Piutang PKB-mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah

Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermolor

Piutang BBNKB-mobil Penumpang-Sedan

0001 |Piutang BBNKB-mobil Penumpang-Sedan

Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jesp

0001 |Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep

Piutang BBNKB-Mabil Penumpang-Minibus

0001 {Piutang BENKB-Mobil Penumpang-Minibus

Piulang BENKB-Mobil Bus-Microbus

0001 |Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus

Piutang BENKB-Mobil Bus-Bus

0004 |Piutang BENKB-Mobii Bus-Bus

Piutang BENKB-Mobil Batang/Beban-Pick Up

0001 _|Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Fick Up

Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck

0001 |Piutang BBNKB-Mobil Barang/Baban-Light Truck

Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck

0001 |Piutang BENKB-Mobil Barang/Beban-Truck

Piutang BENKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van

0007 |Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van

Piutang BBNKB-Sepeda Molor-Sepeda Motor Roda Pua

0001 |Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua

Piutang BBNKB-Sepada Motor-Sepeda Motor Roda Tiga

0001 |Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga

Piulang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

0001 |Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yany Dioperasikan di Air

Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat

0001 |Piutany BENKB-Kendaraan Khusus Alat Berat

Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga

0001 |Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemmotor (PBBKB}

Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin

0001 {Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin

Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar

0001 |Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar

Piutang PBEKB Bahan Bakar Gas

0001 {Piutang PBEKB Bahan Bakar Gas

Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya

0001 |Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya

Piutang Pajak Air Permukaan

Piutang Pajak Alr Permukaan




LAMFPIRAN I

Halaman 3 dari 29

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR

TENTANG

TAHUN 2022

SISTEM AKUNTANS! PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING | URAIAN SALDO NORMAL
1(1] 03] 041 01} 0001 |Piutang Pajak Air Permukazan
1§41} 03] 05 Piutang Pajak Rokok
1]1i03|05[ 1 Piutang Pajak Rokok
1|13 03| 05) 01| 0001 |Piutang Pajak Rokok
1]1] 03] 06 Piutang Pajak Hotel
1]1] 03| 06| 01 Piutang Pajak Hotel
1]1] 03] 06| 01| 0001 |Piutang Pajak Hole!
1]1] 03] 06| 02 Piutang Pajak Motel
1] 1] 031 66 02| 0001 {Piutang Pajak Motel
1]1] 03§06} 03 Piuiang Pajak Losmen
1] 1] 03} 06| 03| 0001 |Piutang Pajak Losmen
1] 03106| 04 Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
111]03% 06| 04| 0001 |Piutang Pajak Gubuk Parwisata
1]1] 03t 06| 05 Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1[1] 03106 05| 0001 |Piuteng Pajak Wisma Pariwisata
111] 03] 06} 08 Piutang Pajak Pesanggrahan
1| 1]03)06)06| 0001 jPiutang Pajak Pesanggrahan
11| 03] 06 07 Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
111|031 06} 07§ 0001 |Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1111 03| 06| 08 Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 {(Sepuluh}
1{11 03| 06| 081 0001 |Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 {(Sepuluh)
111 03| 07 Piutang Pajak Restoran
111} 03| 07 | O Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
1111 03| 07| &1 0001 |Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya
111103107 02 Piutang Pajak Rumah Makan dan Ssjenisnya
111| 03[ 07]02] 0001 [Piuteng Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1{1| 03] 07| 03 Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1111 03] 07 | 03| 0001 |Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
111103 07|04 Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
11| 03| 07| 04] 0001 |Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1]/1]103| 07| 05 Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1111 03[ 07] 65| 0001 |Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1/1{103]| 07| 06 Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1]1] 03] 07| 06| 0001 |Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1111 03]| 07| 07 Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
111] 63| 07 ] 07| 0001 |Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1111 03] 08 Piutang Pajak Hiburan
1]1i03| 08| 01 Piutang Pajak Tontonan Film
1]1{ 03 ) 08 ] 01| 0001 |Piutang Pajak Tontonan Film
1|11 03| 08|02 Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tar/Busana
111103 08]02] 0001 |Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana
1|11 03] 08| 03 Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1[1| 03] 08] 03| 0001 |Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binarags, dan Sejenisnya
1]1]C3| 08| 04 Piutang Pajak Pameran
1111 63| 08| 04| 0001 |Piutang Pajak Pameran
1]1] 03| 08| 05 Piutang Pajek Diskolik, Karacke, Klub Malam, dan Sejenisnya
1|11 03| 08| 05| 0001 |Piutang Paiak Diskotik, Karacke, Kiub Malam dan Sejenisnya
1/1]03]| 08| 06 Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1]1] 03] 08| 06 | 0001 |Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1]1j]03| 0B8] 07 Piutang Pajak Petrnainan Biliar dan Bowling
1]1] 03| 08| 07| 0001 |Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling
1]/1] 03| 08| 08 Pittang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
1]1] 03[ 0B8] 08| 0007 |Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
111}103;08]09 Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran {Fitness Center)
1/1| 03} 08| 09| 0001 [Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
1/1] 03} 08| 10 Piutang Pajak Pertandingan Clahraga
1/ 1] 03} 08{ 10| 0001 |Piutang Pajak Pertandingan Clahraga
1(1] 03t 09 Piutang Pajak Reklame
1]1]03{09] 01 Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard! Videotron/Megatron
1] 1] 03 09§ 01| 0001 [Piviang Pajak Reklame Papan/Billboard! Videotron/Megatron
i|t|03;08%02 Piutang Pajak Reklame Kain
1|1] 03} 09{ 02| 0001 |Piutang Pajak Reklame Kain
11| 03108103 Piutang Pajak Reklame Meleka/Stiker
111]03]039! 03} 0001 |Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1]1E03] 09| 04 Piutang Pajak Reklame Selebaran
1111 03| 09| 04| 0001 |Piutang Pajak Reklame Selebaran
1]1§03]| 09| 05 Piutang Pgjak Reklame Berjalan
1|11 03| 09| 05| 0001 |Piutang Pzjak Reklame Berfalan
1]1] 03| 09| 06 Piutang Pajak Reklama Udara
1]1]1 03| 09| 06| 0001 |Piutang Pajak Reklame Udara
1113 03] 09| 07 Piutang Pajak Reklame Apung
1]1] 03] 08| 07| 0001 |Piutang Pajak Reklame Apung
1]1] 03| 09| 08 Piutang Pajak Reklama Suara
1|1] 03| 09| 08| 0001 |Piutang Pajak Reklatne Suara
1]1] 03] 09 09 Piutang Pajak Reklame Film/Slide
1]1] 03} 09| 09| 0001 |Piutang Pajak Reklame Film/Slide
111103409 10 Piutang Pajak Reklame Peragaan
111] 03109} 10| 0001 {Piutang Pajak Reklame Peragaan
1] 1] 03] 10 Piutang Pajak Penerangan Jalan
1]1]03j 10} 01 Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri
1]1] 03] 10| 01] 0001 |Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
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03] 10] 02 Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

03! 10] 02| _000% |Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

03! 11 Piutang Pajak Parkir

03{11| M Piutang Pgjak Parkir

03] 11| 61| 0001 |Piutang Pajak Parkir

03] 12 Piutang Paiak Alr Tanah

03|12} 01 Piutang Pajak Air Tanah

03|12 011 0001 jPiutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak sarang Burung Walst

Piutang Pajak sarang Burung Walet

0001

Piutang Pgjak sarang Burung Walst

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang Pajak Asbes

0001

Piutang Pajak Asbes

Piutang Pgjak Batu Tulis

0001

Piutang Pajak Batu Tulis

Piutang Pajak Batu Setengah Permata

03|14 03} 0001 |Piutang Pajak Batu Setengah Permata
03|14 |04 Piutang Pajak Batu Kapur

03114 ] 04| 0001 |Piutang Pajak Batu Kapur

03{ 14|05 Piutang Pajak Batu Apung

03] 14| 05| 0001 |Piutang Pajak Batu Apung

03;114]| 06 Piutang Pajak Batu Permata

031 14| 06| 0001 |Piutang Pajak Batu Permata

03| 14| 07 Piutang Pajsk Bentonit

03| 14 07 | 0001 iPiuteng Pajak Bentonit

03] 14|08 Piutang Pajak Dolomit

03{ 14| 08| 0001 iPiutang Pajak Dolomit

03¢ 14| 09 Piutang Pajak Felspar

03{ 14| 09| 0001 [Piutang Pajak Felspar

03|14} 10 Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
03| 141 10| 0001 jPiutang Pajak Garam Batu (Halite)
03{14§ 11 Piutang Pajak Grafit

D31 143 11| 0001 jPivtang Pajak Grafil

03{14112 Piutang Pajak Granit/Andesit

03] 14} 12| 0001 }Piutang Pajak Granit/Andesit
03114113 Piutang Pajak Gips

03] 141 13| 0001 }Piutang Pajak Gips

03] 14414 Piutang Pajak Kalsit

03] 14} 14| 0001 iPiutang Pajak Kalsit

Piutang Pajak Kaolin

03| 141 15! 0001 (Piulang Pajak Kaolin
03| 14| 18 Piutang Pajak Leusit
03| 14] 161 0001 |Piutang Pajak Leusit
03] 14|17 Piutang Pajak Magnesit
03[ 14| 17| 0001 |Piutang Pajak Magnesit
03]114]18 Piutang Pajak Mika
03] 14]) 18] 0001 |Piutang Pajak Mika
03(14]19 Piutang Pajak Marmer
03]14]| 19} 0001 |Piutang Pajak Marmer
03] 14|20 Piutang Pajak Nitrat
03| 14| 20| 0001 |Piutang Pajak Nitrat
031421 Piutang Pajak Opsidien
03] 14] 21| 0001 |Piutang Pajak Opsidien
03 14| 22 Piutang Pajak Oker
03] 14| 22| 0001 |Piutang Pajak Oker
03] 14123 Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
03| 14| 23| 0001 |Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
03| 14| 24 Piutang Pajak Pasir Kuarsa
03] 14] 24| 0001 [Piutang Pajak Pasir Kuarsa
03[ 14|25 Piutang Pajak Perlit

(03] 14| 25| 0001 |Piutang Pajak Perit
03] 14|26 Piutang Pajak Phospat
03| 14| 26| 0001 |Piutang Pajak Phospat
03| 14| 27 Piutang Pajak Talk
03| 14 | 27§ 0001 |Piutang Pajak Talk

Piutang Pajak Tanah Serap {Fullers earth)
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03| 14| 28] 0001 |Piutang Pajak Tanah Serap (Fullers earth)
03| 14|29 Piutang Pajak Tanah Diatome
03| 14 | 29| 0001 _|Piutang Pajak Tanah Diatome
03| 14| 230 Piutang Pajak Tanah Liat

03| 14| 30| 0001 |Piutang Pajak Tanah Liat

03] 14|31 Piutang Pajak Tawas (Alum)
03| 14| 31| 0001 |Piutang Pajak Tawas (Alum)
03] 14| 32 Piutang Pajak Tras

03] 14| 32| 0001 |Piutang Pajak Tras
0311433 Piutang Pajek Yarosif

03| 14] 33| 0001 jPiutang Pajak Yarosif
03114134 Piutang Pajak Zeolit

03] 14 ] 34| 0001 |Piutang Pajak Zeolit

03{14[ 35 Piutang Pajak Basal
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171 03] 14] 3571 0001 |Piutang Pajak Basal

11111031 14| 36 Piutang Pajak Trakit

1]1| 03] 14| 36| 0001 |Piutang Pajak Trakit

111] 03] 14137 Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

111103114 | 37| 0001 |Piutang Pajak Minera! bukan Logam dan Batuan Lainnya

1]1] 03] 156 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

1111 03] 15) 01 Piutang PBEP?2

1]17 035 15| 01| 0001 [Piutang PBEP2

11} 03] 16 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tansh dan Bangunan (BPHTB)

1§11 03] 16| 01 Piuteng BPHTE-Pemindahan Hak

1[1] 021 16 | 01| 0001 |Piutang BPHTB-Pemindahan Hak

1]1] 03] 16} 02 Piutang BPHTB-Pemberian Hak Bamu

1111 0a| 18] 62] 0001 |Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru

1/1]|04 Piutang Retribusi Daerah B

i[1]/04]| 01 Piutang Retribust Jasa Umum

111104101 | 01 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

1|1} 041 01| 01| 0001 {Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

11|04 [ o1 011 0002 |Piutang Relibusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling

11| 04| 61011 0003 |Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu

11| oa |0t 01| 0ood |Pitang Retribusi Pelayanan Kesshatan di Balal Pangobaten

1110401 01| 6005 |Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

1|11 04 ) 01| 01| coos |Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesshatan lainnya yang Sejenis

2 KEWAJIBAN K

2|1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK K

2|1 ™ Utang Perhitungan Pihak Katiga (PFK) K

2|11 01]01 Utang Taspen

2(11 01|01 | 1 Utang Taspen

2141 01| 01] 01| 0001 |Utang Taspen

211] 01§02 Utang luran Jaminan Kesehatan

2(4]01]02] 01 Utang luran Jaminan Kesehatan

2i1l01] 02] 01| 0001 |Utang luran Jaminan Kesehatan

2]1] 01|03 Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja

2|1/ 01|03} 01 jUtang luran Jaminan Kecelakaan Kerja

2F1l01j 03] 01} 0001 |Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja

211101} 04 Utang luran Jaminan Kematian

2{11 01| 04| 01 Utang luran Jaminan Kematian

2|4 01| 04| 01] 0001 1Utang luran Jaminan Kematian

2|1| 01! 05 Utang PPR Pusat

211 0105|017 Utang PPh 21

211101| 05| 01| 0001 |Utang PPh 21

2|11 011054 02 jUtang PPR 22

2l1| 01| 05| 02} 0001 |Utang PPh 22

211} 01| 05] 03 Utang PPh 23

2|1]o01] 05| 03| 0001 |Utang PPh 23

2|1|01j 05} 04 Uteng PPh 25

2|11 0170504} 0001 |Utang PPh 25

211101| 08 Utang PPN Pusat

2|1]01[06] 01 Utang PPN Pusat

21| 01| 06| 04| 0001 jUtang PPN Pusat

2|11]01)07 Utang Taperum

211101 07| 01 Utang Taperum

2l 1] 01} 07} 01} 0001 Utang Taperum

211| 017108 Utang luran Wajib Pegawai

2{1i01) 08| 01 Utang luran Waijib Pegawali

21| 61| 08| 01| 0001 [Utang luran Wajib Pegawai

2(1| 02 {Utang Bunga K

2f1]102] 01 Utang Bunga kepada Pemearintah Pusat

211{ 02| 01|01 Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

2l1[ 0zl 071| 0t [ 0001 {Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

2]1]062{ 01} 02 Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang

219|021 02| 0001 |Ulang Bunga Pensrusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang

2|1]02(01]|03 Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah

2[1|02[61] 03| 0001 [Ctang Bunga Penerusan Finjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah

2|1§02]| 01| 04 Utang Bunga Pensrusan Pinjaman Luar Neger Negeri-Jangka Panjang

5l1) 02|01 |04 | 0001 |Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang

al1l 021 01] 05 Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-
Jangka Menengah
Utang Bunga Sumber Lainnya sesual Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-

2|1] 02| 01| 05| 0001 Jangka Menengah

2i1l 02| 01] 08 Utang Bunga Sumber Lainnya sesual Kelentuan Peraturan Perundang-Undangan-
Jangka Panjang

2| 1] 02} 01} 08! o001 ‘llJtang Bung_a Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-
angka Panjang

2]1] 02| 02 Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain

2[1]02]02]{ 0 |Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek

2t 1 02| 02| 01| 0001 [Utang Bunga kepade Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek

2[1] 02| 03 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank {LKE)

2]1] 02! 03} 0% Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek

27| 021 03§ 011 0001 {Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek




Halaman 6 dari 29

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING URAIAN . SALDO NORMAL
211l 02{ 03|02 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menrengah
12[1]02]03] 02| 6001 |Utang kepada Lembaga Keuangan Bank {LKB)-BUMN-Jangka Menengah
2|1]062]|03; 03 |Utang Bunga kepada Lerabaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
a1l 02| 03] 03| 0001 |Utang kepada Lembaga Keuangan Bank {LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2|1] 02| 03| 04 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank {LKB)-BUMDP-Jangka Pendek
219 02| 03] 04] 0001 |Utang kepada Lembaga Keuangan Bank {LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2|1] 0210305 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menangah
2|1 o2[ 03l 05| coo1 juUtang kepada Lembaga Kevangan Bank {LKB}-BUMD-Jangka Menengah
2|1j02;03| 06 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank {LKB)-BUMD-Jangka Panjang
21|02 03[ 06| 0001 |Utang kepada Lembaga Keuangan Bank {LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2111 02| 03§07 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta~Jangka Pendak
5/1{ 021 03| 07| 0001 [Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB}-Swasta-Jangka Pendek
2(1] 02| 03] 08 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Menengah
2t 1] 02| 03| 08 [ 0001 |Utang kepada Lembaga Keuangan Bank {LKB)-Swasta-Jangka Menengah
2(1]02] 03|09 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank {LKB)-Swasta-Jangka Panjang
21| 0z 03§ 08| 0001 |Ulang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasla-Jangka Panjang
12]1702] 04 Utang Bunge kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2(1] 02|04} 01 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
21402 04{01F 0001 |Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank {LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2|1]02104]02 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Menengah
211l 02| 04| 02} o001 al::gngggga kepada | embaga Keuangan Bukan Bank {LKBB)-BUMN-Jangka
21| 02;04]03 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank {LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2|1 02|04 03| 0001 |Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank {LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2|11 02| 04| 04 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
5|4 62104 | 0a| 0001 {Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
al1l 02] 04] 05 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank {LKBB)-BUMD-Jangka
Menengah
21| o2l 04! 05| ooo1 ﬂt::sngla:;ga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka
2|1] 02| 04 ] 06 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2[1] 02| 04| 06 | 0001 |Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
211]02] 04j 07 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
211{ 02| 04| 07| 0001 |Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank {LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta~Jangka
2(1{02|04]| 08 Menengah
2t1l 02| 04| o8| coot ﬁt::gnzzaga kepada Lembaga Kevangan Bukan Bank {LKBB)-Swasta-Jangka
2|1] 02! 04l 09 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (L.KBB)-Swasta-Jangka
Panjang
214l 02| 04| 0o| o001 g;?gnﬁgunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank {LKBB)-Swasta-Jangka
211| 02| 05 {iang Bunga kepada Masyarakat
211102]105| 1 Utang Bunga Ohligasi Daerah
2|1 02| 05| 01| 0001 |Utang Bunga Obligasi Daersh
211] 021 06 Utang Bunga melalui BLUD
211]02]06) 01 Utang Bunga melalul BLUD-Jangka Pendek
21402061 01] 0001 |Ulang Bunga melatui BLUD-Jangka Pendek
2(1] 62| 06| 02 Utang Bunga malalui BLUD-Jangka Menengah
2[1[ 02} 081 02| 0001 |Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Menengah
2i1| 02| 06| G3 Utang Bunga melalui BLUD-Jfangka Panjang
2|11 02| 06| 03| 0001 |Utang Bunga metalui BLUD-Jangka Panjang
21103 Utang Pinjaman Jangka Pendek K
2|11 038} 01 Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah
2|1| 03} 01] 01 Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pandek
5[ 103§ 01] 01| 0001 |Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
2]1t 03 | 02 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangas Bank (LKB)
2|1]03]| 0201 Utang Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek
2[1[ 03[ 02| 01| 0001 [Utang Pinjaman dasi Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
211| 03|02} 02 Ulang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
211§ 03] 02| 02| 0001 |Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2|1|/03}02]| 03 Utang Pinjaman dari Lembaga Kevangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
511|03]02| 03] 0001 |Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank {LKB)-Swasta-Jangka Pendek
2|1) 03|03 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2111 03] 0301 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB}-BUMN-Jangka Pendek
2|1 02|03 01| o001 |Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2/1| 03| 03] 02 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKEB)-BUMD-Jangka Pendek
21/ 031 037 02| 0001 |Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKEB)-BUMD-Jengka Pendek
2{1{03| 03] 03 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
a1l 6zl 03| 03| 0001 |ttang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank {LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
211|031 04 Utang Pinjaman melalui BLUD
211] 03| 04|01 Utang Pinjaman melalui BLUD
21103 [ o2 01| 0001 |Ulang Pinjaman metalui BLUD-Jangka Pendek
2|1] 04 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang K
2111 04| 01 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
211104 01] 01 Menengah
2| 1] 04l 01| 01| coo1 aaa?‘izggl.;‘ncar Utang Jangka Panjang-Penerusar Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Bagtan Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
2]11i04|01]02 .
Panjang

Y‘V
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2{1] 04| 01| 02{ o001 2:2;:;3%&:\' Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka
Z[1lo4[ 01|03 Menengah
2|1l 04| 01] o3| o001 I3Iaa{,:‘i:rr:gléahnc‘.ar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penertisan Pinjaman Luar Negeri-Jangka
2|1{04| 01| 04 Panjang
ol1] 04! 01| 04! ooo1 Ezg}:gé_anear Utang Jangka Panjang-Panerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka
2| 1| osl 01| 05 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-tUndangan-Jangka Menengah
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan
2|1| 04 01| 05| o001
Pemnundang-Undangan-Jangka Menengah
2| 1] 0ato1] 08 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan-Jangka Panjang
21| 04 01| 08| o001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan-Jangka Panjang
1] 0402 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank {LKB)
Bagian Lancar {tang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-
211f04|02] 01
Jangka Menengah
at4| 02l 021 01! o001 |Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-
Jangka Menengah
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB}-BUMN-
2|11 04| 02702 :
Jangka Panjang
211|041 021 021 o001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BURMN-
Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-
2t1| 04| 02]03
Jangka Menengah
2i1l 04| 02| 03! oog1 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-
Jangka Menengah
2|1t 0al o2] 4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB}-BUMD-
Jangka Panjeng
2]1| 0al 02| 04! o001 Bagian Lanc.:ar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB}-BUMD-
Jangka Panjang
IBagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB}-Swasta-
2[1| 04| 02305
Jangka Menengah
2|1] o4l ozl 05| o001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-
Jangka Menengah
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank {LKB)-Swasta-
2|1| 04} 02]| 08 )
Jangka Panjang
at1l 04| 02] e8! coot Bagian.l.anc.zr Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-
Jangka Panjang
ot1| 0al oz Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB)
alal oal o2l 01 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada L embaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2l 1{ o4} 0at01] ooo1 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2|1l 04! 03} 02 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2]1| 04703} 02| 0001 1) BB)-BUMN-Jangka Panjang
2l1] 0a) 02] 03 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
|Bagtan Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
211(04103103| 0001 |\ rrapy BUMD-Jangka Menengah
2§ 1} 04| 03] 04 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukean Bank
2p1| 0403|041 0001 [, «RR).BUMD-Jangka Panjang
21| 04] 03] o5 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
{I.KBB)-Swasta-Jangka Menengah
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2[1)04]03]05) 0001 | Ry Swasta-Jangka Menengah
a1l 04| 02| 08 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2|1{04] 03| 08] 0001 |, 1ap) Swasta-Jangka Panjang
2(1104]| 04 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat
2|1;04] 04| 01 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
2|1] 04| 04| 01| 0001 |Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
2]1] 04| 05 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD
2]1]04]| 05| 01 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah
2|1] 04| 05| 01] 0001 |Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah
2|1} 04l05] 02 Bagian Lanear Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Panjang
2| 1] 04| 05| 02| 0001 |Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Panjang
2| 1] 08 Pendapatan Diterima Dimuka K
2]1] 05} 01 Seforan Kelebihan Pembayaran Dari Pihak 1l
2|1| 05} 01] ot Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak It
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2[1] 05] 01] 01] 0001 |Seforan Kelebihan Pembayaran dari Pihak Il

211] 0502 Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak Ul

2i1lo5(o02| Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak Il

2|1 05} 02| 01| 0001 |Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak [l

2|1] 05|03 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah

2|1]05]|03)01 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah

211| 05| 03] 61§ 0001 |Uang Muka Lelang Penjualan Aset Dasrah

2|1f051 04 Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa

211] 05|04} 01 Pandapatan Diterina Dimuka-Sewa Tanah

ob4| os|oa] o1l ooo1 Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan

2|1]05§04| 01/ 0002 Gedung Perdagangan/Perusahaan

sl1l 05| 04 01! cooa :lzr:;i?alan Diterima Ditmuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan

2|1l 05| 04| 01| o004 Pendapataq Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan

2|1[ 05/ 04] 01] 0005 Gedung Sarana Clahraga

2l1tos| 04l 01] ooos Pendapatan Ditesima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan
Tempat [badah

2|1] 05] 04| 01| 0007 [Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya

2| 1165 04| 01| 0008 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah

2|1/ 05t 04| 01| 0009 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering

2| 1[ 051 04{ 01| 0010 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan

2111 05| 04| 01| 0011 |Pendapatan Dilerima Dimuka-Sewa Tanah-Tenah Non Persil-Tanah Hutan

21t 05| 04| 61| 0012 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus

2|11 05l 04] 01| o013 Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-
Alang/Rumput

2|1] 051 04] 01| 0014 {Pendapatan Ditarima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perlanian

211|705 | 04| 011 0015 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan

2|11 05| 04] 01] oot fae;‘izgatan Ditesima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil

2[1[ 05| 04] 01| 0017 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga

2| 1| 051 04| 01| 0018 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lepangan-Tanah Laparigan Parkir

2|1l oslosl 01| cote ;::::;alan Biterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan

2l1] 05| 04| 01| o020 glet?cﬁgpmai:g Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan

2|1 05 04) 01| 0021 Pengujlan/Pengolahan

2!1| 05] 04 01§ 0022 {Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang

2]1{ 05| 04| 01{ 0023 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah uniuk Jalan

2|11 05| 04| 01| 0024 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tansh untuk Bangunan Air

2|1l o5l 04! 01! cozs :::;:;giatan Ditarima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan

2|1l osi04] 01| cozs 5‘:;_1:;::@ Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan

21| 05| ¢4 |01} o027 grrlsdee;gfal:n Diterima Diruka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan

2|1] 05| 04 | 01| 0628 |Pendapatan Diferima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam

2|1] 05| 04| 01| 0029 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman

21|05} 04| 01| 0030 {Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan

2|11 05 04 | 01| 0031 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan

2|11 05| 04 | 01| 0032 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Teneh-Lapangan-Tansh Lapangan PEB

2|1] 05| 04| 01| 0033 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Kampung

2|1 05{ 04| 01| 0034 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Emplasment

21|05} 04 | 01| 0035 {Pendapatan Diterima Dimuke-Sewa Tanah-Lapangan-tapangan Lainnya

2[1|05] 0402 Pendapatan Diterima Dimuks-Sewa Peralatan dan Mesin

2{1[ 05| 04| 02| 0001 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor

2|11 05| 04| 02| 0002 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader

2| 1| 05| 04| 62| 0003 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator

2|1] 051 04| 02| 0004 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Pile Driver

217|755 04 | 021 0005 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler

2|1] 05| 04| 02| 0008 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment

21| 05t 04} 02| o007 Penflapaisn Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting
Equipment
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Aggregate and

2|1} 0504 02| 0008 Concrete Equipment .

2|11 05| 04 [ 02| 0009 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader

2|1]| 05| 04| 02| 0010 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat

211|051 04 | 021 0011 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alst Besar Darat-Mesin Proses

2|11 05| 04| 02| o012 FL':il::;gatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat

21| 05| 041 03| 0013 |Pendapalan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger

211t 05| 04| 02| 0014 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator

2|1| 05| 04| 02| 0015 [Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger

2|1] 05| 02 | 02| 0016 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik

2|4[05{ 04| 02| 0017 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
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2| 1| 05| 04| 02| 0018 Iiaei::‘c:;gatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung
2|1 051 04 | 62| 0015 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik.
511105 04 | 02| 0020 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Feeder
211105 (04 | 02| 0021 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Compressor
2|17 0504 [ 02| 0022 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set
2| 1] 05| 041 02| 0023 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
211f 05104 | 021 0024 [Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bat
o1l 05| 04| 02| 0o2s E::::g:;an Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan
2/ 1] 051 04 | 02| 0028 [Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
Pendapatan Diterima Dimuka-Sews Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Lap Air
211/ 05|04} 02( 0027 Panas/Sleam Generator
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Maintenance
21| 05] 04| 02| 0028 Equipment /Alat Bantu Penerbangan
2111 05|04 | 02| 0029 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Tatoo
211|051 04| 02| o030 I:lirt;d:paran Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran
2i1l 05| 04| 02| 0031 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
ol 1l 051 04{ 02| ooaz Pendapatap Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR
Mountenering
2111 05| 04| 02| 0033 [Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
2[1] 05|04 [ 02| 0034 |Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
2l 4l o5] 04} 02| o035 Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
211l 05| 04| 02| o036 Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermolor Penumpang
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
2{1] 05/ 04)02; 0037 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
2|1|05)04] 02/ 0038 Kendaraan Bermotor Bercda Dua
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkulan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
2|1)05) 04| 02) 0030 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
2|1l o5l 04| 02| o040 Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Khusus
21| 05| cal 02{ oo4 Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Tempur
3 EKUITAS K
3[1 EKUITAS K
3i1l 01 Ekuitas K
3101|101 Ekuilas
31101101501 Ekuttas
3111 01| 01| 01} 0001 |Ekuitas
3|/1]01| D2 Surplus/Defisit-LO
3[1|01;02] 01 Surplus/Defisit-LO
3l4| 01)02101} 0001 jSurplus/Dafisit-LO
311} 02 Ekuitas SAL K
31} 02| 01 Estimasl Pendapatan
3|1]02]| 01|01 Estimasi Pendapatan
a[1] 021 011 01| 0001 |Estimasi Pendapatan
311] 02|02 Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3[1102[02]| 01 Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3l1/ 02! 02{ 01| 0001 lEstimagi Penerimaan Pembiayaan
3114 02| a3 Apropriasi Belanja
3[1]02]03| 01 Apropriasi Belanja
3|1| 0zl 03| 01| 0001 |Apropriasi Belanja
3ii|02{C4 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3|1]02[{04]| 1 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3102 04| 01| 0001 |Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3[1] 02|05 Estimasi Perubahan SAL
311/ 02]05)01 Estimasi Perubahan SAL
3|1} 02| 05| 01| 0001 |Estimasi Perubahan SAL
3|1 02| 06 Surplus/Defisit-LRA
311102| 06|01 Surplus/Defisit-LRA
3|11 02| 05| 01] 0001 |Surplus/Defisit-LRA
3|1]03 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan K
3j1] 03] 01 |RK PPKD
3]1j03] 01| 1 RK PPKD
al1| o3| 01| 01| 0001 |RKPPKD
4 PENDAPATAN DAERAH K
41 FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) K
4|1] 01 Pzijak Daerah K
414j01]01 Pajsk Kendaraan Betmator (PKB)
4|1]o1[01]O01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1l o101 01| 0001 |PKB-Mobit Penumpang-Sedan-Pribadi
a{1[ 61| 01] 014 0002 |PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
41101 01| 01| 0003 |PKE-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
41101101 01| 0004 [PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintab Dasrah
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01101

PKB-Mobil Penumpang-Jeep

01401

0001

PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pribadi

01]01

coo2

PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Umum

0003

PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pemerintah Pusat

0004

PKB-Mabil Penumpang-Jeep -Pemerintah Daerah

PKB-Mobil Penumpang-Minibus

Q001

PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi

0002

PKB-Mobil Panumpang-Minibus-Umum

0003

PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat

0004

PKB-Mob#l Penumpang-Minibus-Pemerintah Daersh

PKB-Mobi{ Bus-Microbus

0001

PKB-Mobi Bus-Microbus -Pribadi

0002

PKB-Mobil Bus-Microbus -Umum

0003

PKB-Mobil Bus-Microbus -Pemerintahk Pusat

0004

PKB-Mobil Bus-Micrabus -Pemerintah Daerah

PKB-Mobi! Bus-Bus

0001

PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi

oco2

PKB-Mobil Bus-Bus-Umum

0003

PKB-Mobi! Bus-Bus-Pemerintah Pusat

0004

PKB-Mobil Bus-Bus-Pemarintah Daersh

PKE-Mobil Barang/Beban-Pick Up

0601

PKB-Mabil Barang/Beban-Pick Up -Pribadi

0002

PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Umum

0003

P&B-Mobi! Barang/Beban-Pick Up -Pemerintah Pusat

0004

PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pemeriniah Daerah

PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck

0601

PKB-Maobil Barang/Beban-Light Truck -Pribadi

0002

PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Umum

0003

PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Paemerintah Pusat

0004

PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pemerintah Daerah

PKE-Mobil Barang/Beban-Truck

0001

PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pribadi

0002

PKB-Mobi] Barang/Beban-Truck -Umum

0603

PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pemerintah Pusat

0004

PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pemerintah Daerah

PXB-Mobil Barang/Beban-Blind Van

0001

PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pribadi

0002

PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Umum

0003

PKB-Mchil Barang/Beban-Blind Van -Pemerintah Pusat

0004

PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pemerintah Daerah

PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua

0001

PKB-Sepeda Motor-Sepeds Motor Roda Bua-Pribadi

0602

PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Reda Dua-Umum

0003

PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Reda Dua-Pemerintah Pusat

0004

PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Pua-Pemerintah Dasrah

PKB-Sepeda Motar-Sepeda Motor Roda Tiga

0001

PKB-Sapeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi

0002

PKB-Sepeda Mator-Sepeda Motor Roda Tiga-Urnum

0003

|PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat

0004

PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah

PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

0001

|PKB-Kendaraan Bermotor yang Dicperasikan di Air-Pribadi

0002

PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum

0003

PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat

0004

PiKB-Kendaraan Bermotor yang Dicperasikan di Air-Pemerintabh Daerah

P¥B-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar

0001

PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi

0002

PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum

0003

PiB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat

0004

PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daergh

PKB-Mob#l Roda Tiga

0001

PKB-Mob#l Roda Tiga-Pribadi

0002

PKB-Mobi! Roda Tiga-Umum

0003

PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat

0004

PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBNKB-Mobi! Penumpang-Sedan

0001

BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan

BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep

0001

BBNKB-Mobil Penumpang-Jesp

BBNKB-Mokil Penumpang-Minibus

0001

BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus

BBNKB-Mobil Bus-Microbus

Qoo

BENKB-Mobil Bus-Microbus

BBNKB-MobH Bus-Bus

0001

BBNKB-Mabil Bus-Bus

BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up

0001

BBNKS-Mobll Barang/Beban-Pick Up

BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck

0001

BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
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BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
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4[ 1]/ 01]02] 08[ 0001 |EENKB-Mobil Barang/Beban-Truck
411/ 01]02]09 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
43141 01]02]| 08| 0001 |BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
4111011902 10 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motar Rada Dua
4|11 01| 02| 10| 0001 |BENKB-Sepeda Mctor-Sepeda Motor Roda Dua
4]1]01102] 11 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4|1] 01§ 02| 11| 0001 _|BBNKB-Sepeda Mctor-Sepada Motor Roda Tiga
4l1jo01toziq2 BBNKB-Kendaraan Bermotor vang Dioperasikan di Air
4111 01] 02} 121 0001 |BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
41| 01]162313 BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4]1] 01702113 [ 00071 |BEBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4111 01])02] 14 BBNKB-Mobil Roda Tiga
4111011 02] 14] 0001 |BBNKBE-Mobil Rode Tiga
4111 01) 03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PFBBKB)
4{1[ 01| 03| 01 PBBEKB-Bahan Bakar Bensin
4111 01) 03] 01| 0001 |PBBKB Bahan Bakar Bensin
4111 071] 03|02 FBBKB-Bahan Bakar Solar
4/11 01| 03| 02| 0001 |PBBKB Bahan Bakar Solar
4|11 01 03] 03 PBBKB-Bahan Bakar Gas
4|1] 01] 03] 03| 0001 |PBBKB Bahan Bakar Gas
41101 03] 04 PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
4(1]01[03]| 04| 0001 |PBBKB Bahan Bakar Lainnya
4[/1101) 04 Pajak Air Permukaan
4(1{01) 04| 01 Pajak Air Permukaan
4|1] 01 ) 04| 01| 0001 |Pajak Air Permukaan
411|061 08 Pajak Rokok
4|1j01| 05| 01 Pajak Rokok
4]13 01| 05] 01| 0001 |Pajak Rokok
411j 01| 06 Pajak Hotel
411101) 06| 01 Pajak Hotel
4]1] 01| 06| 01| 0001 [Pajak Hotel
4|11/ 01| 06| 02 Pajak Motel
4|11 01]| 06| 02| 0001 [Pajak Motel
4|1]01]| 06| 03 Pajak Losmen
4[/1101) 06| 03| 0001 |Pajak Losmen
4111 01| 06| 04 Pajak Gubuk Pariwisata
4111 01| 06] 04| 0001 |Pajak Gubuk Pariwisata
4]1j 01| 08| 05 Pajak Wisma Pariwisala
431| 01]| 06| 05| 0001 |Pajak Wisma Pariwisata
411| 01| C8| 08 Pajak Pesanggrahan
4§1| 01]| 08| 08] 0001 |Pajak Pesanggrahan
4111 01| 08| O7 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4|1} 01| 06| 07| 0001 |Pajak Rumah Penginapan dan Sejenishya
4111 01| 06| 08 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lehih dari 10 (Sepuluh)}
4{1101| 05| 08] 0001 |Pajsk Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 {Sepuluh}
411§ 01) 07 Pajak Restoran
411101 07| 01 Pajak Restoran dan Ssjenisnya
4111 01| 07| 01| 0001 |Pajak Restoran dan Sejenisnya
4111 01] 07| 02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
411]| 01| 07| 02| 0001 |Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
43111 01| 07| 03 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4111 01) 071 03] 0001 |Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
41110107 04 Pajak Kantin dan Seienisnyz
411] 01} 07] 4| 0001 |Pajek Kantin dan Sejenisnya
4|11 01| 07| 05 Pajak Warung dan Sejenisnya
4]1]101)07]|05) 6001 |Psjak Warung dan Sejenisnya
411] 01| 07| 06 Pajak Bar dan Sejenisnya
4|11 01| 07] 06| 0001 |Pajak Bar dan Sejenisnya
4]1)01) 07|07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
411§ 01 07] 07| 0001 [Pajak Jasa BogalKatering dan Sejenisnya
4(1101]| 08 Pajak Hiburan
4]1j01|08| 0 Pajak Tontonan Film
4]1101| 98] 01| 0001 |Pajak Tontonan Film
4|1j01]| 08| 02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
411/ 01[ 08} 02| 0001 iPajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
4|1/ 01508| 03 Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
41| 01408 03| 0001 JPajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
411/ 901108104 Pajak Pameran
414/ 01] 083 064| 0001 |Pajak Pameran
411/ 01] 08 05 Pajak Diskotik, Karaoke, Ilub Malam, dan Sejenisnya
4111 01]08] 05| 0001 |Pajak Diskelik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
4]1] 01)08] 08 |Pajak Sirkus/Akrobat/Sufap
411]01]08) 06§ 0001 |Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
411/ 01] 08| 07 Pajak Permainan Biliar dan Bowling
41 1| 01108 67 0001 |Pajak Permainan Biliar dan Bowling
4]11101] 08| 08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraen Bermoter, dan Permainan Kelangkasan
4]1] 01| 08| 08| 0601 |Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
4|1]01| 08|09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center }
4]1] 01| 08| 09| 0001 |Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Centar )
4|1] 01| 08] 10 Pajak Pertandingan Olahraga
4|11 01| 08| 10| 0001 |Pajek Perandingan Olahraga
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Pajek Reklame

Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron

01309]|01] ooM

Pajak Reklame Papan/Billbeard Nideotron/Megatron

Pajak Reklame Kain

01]09]|02] 0001

Pajak Reklame Kain

Pajak Reklame Melekat/Stiker

01) 09 03] 0001 {Pajak Reklame Melekal/Slikar
01|09 04 Pajak Reklame Selebaran
01]68) 04 0001 {Pajak Reklame Selebaran
01| 0g8j0s Pgjak Reklame Berjalan
01| 09] 05§ 0001 |Pajak Reklame Berjalan
01]09| 06 Pajak Reklame Udara

01| 09] 06§ 0001 |Pajak Reklame Lidara
01]oe|o7 Pajak Reklame Apung
01]09)]07] 0001 |Pajak Reklame Apung
01|0s]o8 Pajgk Reklame Suama
07]09]08] D001 |Pajak Reklame Suara

Pajak Reklame Film/Slide

01(09] 09| 0001

Pajak Reklame Film/Slide

Pajak Reklama Paragaan

01]09]10] 0001

Pajek Reklame Peragaan

Pajak Pensrangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan Dihasitkan Sendiri

01(10]| 01| 0001

Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendin

Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

Gt 10] 02| 0004

Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

Pajak Parkir

01| 11|01 Pajak Parkir

01]11] 01| 0001 |Pajak Parkir

0112 Pajak Air Tanah

01]12] 01 Pajak Air Tanah

01] 12| 01| 0001 |Pajak Alr Tanah

01|13 Pajak Sarang Burung Walet
01] 13| M Pajak Sarang Burung Walet
01] 13| 01| 0001 |Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Asbes

01| 14| 01| 000{

Pajak Asbes

Pajak Batu Tulis

01| 14| 02| 0001 |Pajak Batu Tulis

01]14]03 Pajak Batu Setengah Permata
0001 |Pajak Batu Setengah Permata

01(14] 04 Pajak Baty Kapur

01] 14| 04 | 0001 |Pajak Batu Kapur

01]114] 05 Pajak Batu Apung

01| 14] 05| 0001 |Pajak Batu Apung

01]14] 06 Pajak Bat Permata

01| 14| 06| 0001 |[Pajak Batu Permata

01| 14] 07 Pajak Bentonit

01] 14] 07| 0001 |Pajak Bentonit

01[14| 08 Psjak Dolomit

01} 141 08| 0001 |Pajak Dolomit

o1f 14l 09 Pajak Felspar

01]14} 09! 0001 iPajak Felspar
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01] 14440 {Pajak Garam Batu (Halite )
01 14{ 10| 0001 |Pajak Garam Batu (Halile )
01]14] 11 |Pajak Grafit

01] 141 11| 0001 |Pajak Grafit
011412 Pajak Granit/Andesit
01] 14 12| 0001 IPsjak Granit/Andesit
01]14] 13 |Pajak Gips

01] 14| 13} 0001 |Pajak Gips

01| 14]14 |Pajak Kalsit

01| 14| 14| 0001 |Pajak Kalsit

01| 14] 15 Pajak Kaolin

01| 14| 15| 0001 |Pajak Kaolin

o1 14] 18 Pajak Leusit

01|14 18| 0001 _|Pajak Leusit

gt 14|17 Pajak Magnesit

01| 14| 17| 0001 |Pajak Magnesit
01|14 18 Pajak Mika

01| 14| 18| 0001 |Pajak Mika

01| 14] 19 Pajak Marmer

011 14| 19| 0001 |Pajak Marmer
01114120 Pajak Nitrat

01114 20| 0001 |Pajak Nitrat

o1 14] 21 Pajak Opsidien

01| 14] 211 0001 {Pajak Opsidien
017114122 Pajak Oker

01]14] 221 0001 jPajak Oker

01§14] 23 Pajak Pasir dan Kerikil




LAMPIRAN Il

Halaman 13 dari 29

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR
TENTANG

TAHUN 2022

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUFATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING

URAIAN

SALDO NORMAL

01] 14|23

0001

Pajak Pasir dan Kerikil

01114124

Pajak Pasir Kuarsa

0001

Pajak Pasir Kuarsa

Pajak Perlit

0001

Pajak Perlit

Pajak Phospat

0001

Pgjak Phospat

Pajak Talk

9001

Pajak Tatk

Pajak Tangh Serap (Fullers Earth )

0001

Pajak Tanah Serap {Fullers Earth )

Pajak Tanah Diatome

0001

Pajek Tanah Diatome

Pajak Tanakh Liat

0001

Pajak Tanah Liat

Pajak Tawas {Alum)

0ot

Pajak Tawas (Alum)

Pajak Tras

0001

Pajak Tras

Pajak Yarosif

0001

Pajgk Yarosif

Pajak Zeoiit

0001

Pajak Zeolit

Pajak Basal

0001

Pajak Bassl

Pajak Trakit

0001

Pajak Trakit

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

0001

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

PBBP2

ooo1

PBBP2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB-Pemindahan Hak

0001

BPHTB-Pemindahan Hak

BPHTB-Pemberian Hak Baru

0001

BPHTB-Pemberian Hak Baru

Relribusi Daersh

Retribusi Jasa Umum

Refribusi Pelayanan Kesehatan

0001

Retribusi Pelayanan Kesehatlan di Puskesmas

0oo2

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling

0003

Retribust Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu

0004

Retribusi Pelayanan Kasehatan di Balai Pengobatan

0005

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

0005

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

Retribusi Pelayanan Persampzhan/ Kebersihan

0001

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihian

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

0001

Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan
serla Pembakaran/Pengabuan Mayat

0002

Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

0001

Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Pasar

Q001

Retribusi Pelataran

0002

Retrbusi Los

0003

Retribusi Kios
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Retribusi Pengujian Kendaraan Bemmotor

BELANJA DAERAH

BELANJA OPERASI

lellulle

Belanja Pegawai

Belanja Gaiji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji Pokok ASN

0001

Belanja Gaji Pokok PNS

0002

Belanja Gaji Pokok PPPK

Belanja Tunjangan Keluarga ASN

001

Belanja Tunjangan Keluarga PNS

0og2

Belanja Tunjangan Keluarga PPPK

Belanja Tunjangan Jabatan ASN

0001

Betanja Tunjangan Jabatan PNS

0002

Belanja Tunjangan Jabatan PPPK

Belanja Tunjangan Fungsional ASN

0001

Belanja Tunjangan Fungsional PNS

0002

Belanja Tunjangan Fungsional PPPK

Beslanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

0001

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

0002

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK

Belanja Tunjangan Beras ASN
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Q001

Belanja Tunjangan Beras PNS
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LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN QGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING

URAIAN SALPO NORMAL

01

08

0002

Belanja Tunjangan Beras PPPK

o7

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

0001

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

0002

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK

Belanja Pembulatan Gaji ASN

0001

Belanja Pembulatan Gaji PNS

apoz

Belanja Pembulatan Gaji PPPK

Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN

D001

Belanja luram Jaminar Kesehatan PNS

0002

Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK

Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

0001

Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerjia PNS

goo2

{Befanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK

Belanja luran Jaminan Kematian ASN

0001

Belanja luran Jaminan Kematian PNS

0002

Belanja luran Jaminan Kematian PPPK

Belanja luran Simpanan Peserla Tabungan Perumahan Rakyat ASN

0001

Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS

0002

Belanja luran Simpanan Peseita Tabungan Perumahan Rakyat PPPK

Belanja Jaminan Hari Tua ASN

0001

Belanja Jaminan Hari Tua PNS

Belanja Tunjangan Khusus®)

0001

Belanja Tunjangan Khusus®*)

Belanja Zakat ASN

0001

Belanja Zakat PNS

6002

Belanja Zakat PPPK

Bslanja Tambahan Penghasilan ASN

Tambahan Penghaslilan berdasarkan Beban Kerja ASN

0001

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

0002

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN

0001

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS

0002

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

0001

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS

0002

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

0001

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS

0002

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

0001

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS

0002

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

0001

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

ooo2

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Narma Kendaraan Bermotor

0003

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermnotor

Qo004

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan

0005

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok

0006

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel

0007

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran

0608

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan

0009

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame

0010

Belanja Insentif bagi ASN alas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

0011

Belanja [nsentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir

0012

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah

0013

Betanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

0014

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
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0015

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan
Dan Perkotaan

"
-

01

03

01

0018

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan

o

1|01

03

02

Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

03

02

0001

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Kesehatan

03

02

0002

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Persampahan/iKebersihan

il

a3

02

0003

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan
Pengabugn Mayat bagl ASN

5|1 0

03

02

0oc4

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum

5|1] 01

03

02

0005

Balanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar

51101

03

02

0008

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian
Kendaraan Bermotor

il 01

02

0z

0007

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Refribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat
Pamadam Kebakaran

03

0008

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya
Cetak Pela

03

02

0008

Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyedizan dan/atau
Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah




LAMPIRAN III

Halaman 15 dati 29

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR
TENTANG

TAHUN 2022

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN QGAN LIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING

URAIAN

SALDD NORMAL

1

01

02

02

0010

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan
Limbah Cair

i

o1

a3

[+74

0611

Belanja Insentif bagl ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
TeralTera Ulang

01

03

02

0012

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Pendidikan

o1

03

02

0013

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan
Pangendalian Menara Telekomunikasi

01

03

0z

0014

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian
Kekayaan Daerah

o1

03

0z

0015

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir
dan/atau Pertckoan

01

03

02

0016

Belaniz Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan

01

03

02

0017

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal

01

03

02

0018

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus
{Parkir

(3]

03

02

o018

{Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Reltribusi Jasa Usaha-Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Vila

01

03

02

0020

Belanja Insentif bagi ASN atas Pernungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong
Hewan

01

03

02

0021

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan
Kepelabuhan

0%

03

02

0022

Belanja Insentif bagt ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreast
dan Olahraga

01

03

02

0023

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air

01

03

02

0024

Belanja [nsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi
Usaha Daerah

01

03

02

0025

Balanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-1zin
Mendirikan Bangunan

01

03

02

0026

Belanja Insentlf bagt ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-1zin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohat

01

03

02

Q027

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-1zin Trayek
untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

01

03

02

0028

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungstan Retribusi Perizinan Tertentu-lzin Usaha
Pearikanan

01

03

02

0028

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-
Pengendaliam Lalu Lintas

01

03

02

0030

Betanja [nsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-
Pemanjangan 1zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

0l

03

02

0031

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan
Bangunan Gedung

03

02

0032

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (TKA)

Belanja Insentif bagt ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-

5111 01| 03| 02| 0033 Pertambangan Rakyat

5[1101|03] 03 Belanja Tunjangan Profesi Guru {TPG) PNSD

5[1]01] 03] 03] 0001 (Belanja TPG PNSD

51| 01]03] 04 Belanje Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

5|1|01[(03]| 04| 0001 (Belanja TKG PNSD

5|1/ 01| 03] 05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guri PNSD

5/1] 01| 03] 05| 0001 |Belanja Tamsil Guru PNSD

5|1/{01{03] 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

511]01] 03] 08} 0001 |Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

sj1t0t| 03] o7 Belanja Honorarium

511/ 01| 03| 07| 0001 |Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

5|14 01| 03| 07| 0002 |Belanja Honorarium Pengadaan BarenglJasa

5|1} 01| 03| 07| 0003 |Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
5|1]01|03]| 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD

5|1} 01| 03| 08| 0001 |Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghesilkan Pendapatan

5|1] 01| 03| 08| 0002 |Belanja Jasa Pengelolaan BMD yanp Tidak Menghasilkan Pendapatan
5|1] 01| 04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

5(11]01] 04| 01 Belanja Uang Representasi DPRD

§|1] 03l 04} 0t] 0001 iBelanja Uang Representasi DPRD

S5l1|01104} 02 Belania Tunjangan Keluarga DPRD

5111 01'( 04| 02| 0001 [Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

5i1| 01| 04]03 Belanja Tunjangan Beras DPRD

5]1{ 01| 04] 03| 0001 |Belanja Tunjangan Beras DPFRD

5(101] 04| 04 Belanja Uang Paket DPRD

511301 | 04| 04| 0001 |Belanjs Uang Paket DPRD

5(1101]04]| 05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

5[1j01| 04| 05| 0007 [Belanja Tunjangan Jabaten DPRD

5(1]01(04] 08 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

5|11 01| 04| 06| 0001 [Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

5(1]01] 04| 07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

51|/ 01[ 041 07| 0001 {Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

511/ 01]04{08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
511/ 01|04 ] 08} 0001 |Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5{1{01] 04|03 Belanja Tunjangan Reses DPRD

5]1f 01| 04 | 09| 0001 |Belanja Tunjangan Reses DPRD

5i1j01]04| 10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
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Helaman 16 dari 29

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR
TENTANG

TAHUN 2022

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING

URAIAN

SALDO NORMAL

01

000

Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggata DPRD

01

Belanja Pembulatan Gaji DPRD

o1

0001

Belanja Pembulatan Gaji DPRD

Belanjz Tunjangan Kessjahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

0001

Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD

0002

Belanja Jaminan Kecelakaan Kerda DFRD

0003

Belanja Jaminan Kematian DPRD

0op4

Belanja Tunjangan Perumahan DPRD

Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

0001

Belanja Tunjargan Transportasi DPRD

Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

R|E| B RIERRERERR

0001

Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan KDHWKDH

Belanja Gaji Pokok KDHAWKDH

0001

Belanja Gaji Pokock KDHAWKDH

Belanja Tunjangan Keluarga KDHWKDH

0001

Belanja Tunjangan Keluarga KDHAWKDH

Belanja Tunjangan Jabatan KDHAWKDH

0001

Belanja Tunjangan Jabatan KDHWKDH

Belanja Tunjangan Beras KDHMWKDH

Q001

Belanja Tunjangan Beras KDHWKDH

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDHAWKDH

8 0]a}]

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDHAWKDH

Belanja Pembulatan Gaji KDHWKDH

0001

Belanja Pembulatan Gaji KDHMWKDH

Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDHAWKBH

0001

Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH

Belanis luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDHMWKDH

0001

Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDHMWKDH

Belanja luran Jaminan Kematian KDHMWKDH

0001

Belanja Iuran Jaminan Kematian KDHAWKDH

Belanja Insentif bagt KDHWKDH atas Pemungutan Pajak Dasrah
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0001

Belanja Insentif bagi KDH/WHKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi
KDHWKDH

o

Py
o
-

0002

Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor

0003

Belanja Insentif bagi KDH/AWVKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermolor

0004

Belanja Insentif bagi KDHWEKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan

0005

Betlanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokak

0oos

Belanja Insentif bagi KODHAWWKDH atas Pemungutan Pajak Hofel

0007

Belanja Inseniif bapi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran

0008

Belanja Insentif bagi KDHAWKDH alas Pemungutan Pajak Hiburan

0009

Belanja Insentif bagi KDHWWKDH atas Pemungutan Pajek Reklame

0010

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

D011

Belanija Insentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Pajak Parkir

0012

Belanja insentif bagi KODHAWKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah

Q013

Belanja Insentif bagi KDHMWKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
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0014

Belanja Ingentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Pgjak Mineral Bukan Logam dan
Bgtuan

th

05

0015

Belanja Insentif bagi KDHAWHKDH atas Pemungutan Pajak Bumi den Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

L4 ]

05

10

ao1e

Belanja Insentif bagi KDHMWHKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan

1|01

05

11

Belanja [nsentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi
KDHMWKDH

11

05

11

0001

Belanja Insentif bagi KDHWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Kesehatan

1] 01

05

11

Q002

Belanja Insentif bagl KDHMWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

101

05

"

0003

Belanja Insentif bagi KDHWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat

1} 01

05

1

0004

Belanja Insentif bagl KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum

110

05

11

0005

Belanja [nsentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Pasar

1101

05

1t

oooe

Belanja Insentif bagi KDHAWWKDH atas Pemungutan Refribusi Jasa Umum-Pengujian
Kendaraan Bermotor

1] 01

05

11

0007

Belanfa Insentif bagi KDHWHKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

1] 0t

05

11

0ooa

Belanja Insentif bagi KDHWKDH atas Pemmungutan Refribusi Jasa Umum-
Penggantian Biaya Cetak Peta

1] 01

05

11

0009

Belanja Insentif bagt KDHWKDH atas Pemunguian Retribusi Jasa Umum-
Penyediaan danfatau Penyedotan Kakus

1 ®

05

1

0010

Belanja Insentif bagi KDRAWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-
Pengolahan Limbah Cair

05

11

0011

Belanja Insentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
TeralTera Ulang

05

1"

o012

Belanja insentif bagi KDHMWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Pendidikan
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URAIAN

SALDO NORMAL

1

0

05

"

0013

Belanja Insentif bagi KDHMWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-
Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

T

01

05

1

0014

Belanja Insentif bagi KPHMWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian
Kekayaan Daerah

01

05

11

0015

Belanja Insentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar
Grosir dan/atau Pertokoan

01

05

"

0016

Belanja Insentif bagi KDHWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat
Pelelangan

01

05

1

0017

Belanja Insentif bagi KDHMWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal

01

05

1

o018

Belanja insentif bagi KDHMW#KDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat
Khusus Parkir

01

05

11

0019

Belanja tnsentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat
Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

01

05

"

0020

Belanja Insentif bagi KDHMWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah
Potong Hewan

o1

05

11

0g21

Belanja Insentif bagi KDHMWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan
Kepelabuhan

™

05

11

Q022

Belanja Insentif bagi KDHAKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat
Rekreasi dan Olahraga

o1

3

i1

0023

Belanja Insentif bagi KDHMWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-
Penyeberangan Air

01

05

bk

0024

Belanja Insentif bagi KDHAKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan
Produkst Uszha Daerah

a1

05

11

0025

Belanja Insentif bagi KDH/AWKDH atas Pemungutan Retribusi Pefizinan Tertentu-zin
Mendirikan Bangunan

a1

05

11

0026

Belanja Insentif bagi KDHAMWKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-lzin
Tempat Penjualan Minuman Beralkohot

o

05

11

0027

Belanja Insentif bagi KDHMKDH atas Pemungutan Retribus] Perizinan Tertentu-lzin
Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

AR A

Pelampauan Penerimaan PAD

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah

0001

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraar Berrnotor (PKB}

0002

Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor (EBNKB)

0003

Pelampauan Penerimazan PAD-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB}

0004

Pelampauan Penerimazn PAD-Pajak Alr Pertnukaan

Q005

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok

000

Pelampauan Penerinaan PAD-Pajak Hotel

0007

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran

0ocs

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan

0009

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame

0010

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jatan

0011

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir

0012

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tangh

0013

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet

0014

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

0015

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
{PBBP2)

0016

Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah

0001

Pelampauan Pensrimaan PAD-Retribusi Jasa Umum

o002

Pelampaugan Penermaan PAD-Retribusi Jasa Usaha

0003

Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentuy

Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelclaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

@ oo dn & BHODPIDIDO|DD D0 D DD DO
R Y G (Y (Y (P Y IO Y DRI Y (U P UPY US IPY DRI PRTY (RN TG Y TN TN Y S

oo

Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN

0002

Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah

0001

Pelampauan Penerimaar PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan

0002

Pselampauan Penerimaan PAD-Hasi! Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak
Dipisahkan

0003

Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

0004

Pelampatan Penerimaan PAD-Hasi Kerja Sama Daerah

0005

Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro

0006

Pelampauvan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Bergulit.

0007

Pslampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga

o008

Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Gant Kerugian Keuangan
Daerah

0008

Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

0010

Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Keuntungan dari Seligih Nilai Tukar
Rupizh terhadap Mata Uang Asing

0011

Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan

0012

Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah

0013

Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah

QDo O D O |[ROBIBH D] O (@] ®

|| (e e (e ] - ]| -

ERER R R R RRIRR|R R B &

0014

Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

t‘\/
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o

1

01

01

0015

Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian

2]
[y

01

o1

00185

Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak
Dipisahkan

01

01

0017

Pelampauan Panerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesshatan
Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Petlama (FKTP)

01

01

0018

Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulic

0019

Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan
{inkracht }

ERRRE|RIR

6020

Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah

0021

Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat, Infag, Shadaqgah, dan Wakaf

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer

Pelampauan Pensrimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat

o (o] @ o] &

JEE N UTY) [ [T Y] R S S BN

00M

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan

=]
-

0002

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemarintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Urmum-Dana Bagi Hasil-DBH Pgjak Penghasilan Pasal 21

o

02

01

0003

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintsh Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25
dan Pasal 20/WPOPDN

01

02

01

0004

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau {CHT)

m

02

01

0oos

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak
bumi

a1

02

o1

0008

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas
bumt

01

02

a1

0007

Pelampauan Penarimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam
Pengusahaan Panas Bumi

01

02

|

00G8

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam
Mineral dan Batu Bara-Landrent

01

74

(93]

0002

Pelampauan Penectimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam
Mineral dan Batu Bara-Royally

01

0z

01

0010

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintak Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam
Kehutanan-Provigi Sumber Daya Hutar (PSDH}

01

0z

01

0o

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam
Kehutanan-luran lzin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

01

[+7

(0]

0012

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Petimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana
Reboisasi (DR)

o1

02

1]

0013

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Urmum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Dayz Alam
Parikanan

01

02

01

0014

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum

o1

074

01

0015

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan
Pendanaan Bagi Kelurahan

01

02

o

0016

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfar Urnum-Dana Alckasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Ksbijakan
Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

01

02

o1

0017

Patampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Umum-Dana Alckasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan
Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keria

o1

0z

o1

o018

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-
Reguler-PAUD

01

02

01

co1g

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD

01

02

o1

0020

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-
Reguler-SMP

01

02

01

0021

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-
SMA

01

02

o

0022

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SLB

01

02

01

0023

Pelampatian Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintzh Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi husus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SKB
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1

01

02

o1

0024

Pelampauan Penetimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-
Afirmasl-SD

o1

02

o1

0025

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-
Afirmasi-SMP

o1

02

o1

0026

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-
Afirmasi-SMA

01

0z

01

ooz7

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemetintah Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi ihusus Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-
SMK

01

02

01

0028

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-
Reguler-Perpustakaan Daerah

01

02

01

0028

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
|Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-
Reguler-Gedung Clahraga

01

02

™

0030

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Danz Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-
Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar

01

02

01

0031

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fislk-Bidang Kesehatan
dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan

01

02

01

0032

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-
Reguler-Pelayanan Kefarmasian

™

02

o1

0033

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan
dan KB-Penugasan-Penurunan AKl dan AKB

01

02

01

0024

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan
dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting

01

02

01

0035

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusuz-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi

01

02

o1

0036

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesshatan dan KB-Penugasan-
Penguatan RS Rujukan Nasional/ProvinsiRegional/Pariwisata

01

02

¢

0037

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alckasi Khusus Fisik-Bidang Kesshatan
dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama

01

02

o

0038

Pelampauzan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan
dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata

01

02

01

0039

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan
dan KB-Penugasan-Belai Pelatihan Kesehatan

01

02

o1

0040

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirnasi-Penguatan
Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan

Kepulauan (DTPK)

[t}]

02

o

0041

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan
dan KB-Afimasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas

o1

02

|

0042

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusaf-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesshatan dan KB-
Reguler-KB

01

02

01

0043

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesshatan
dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)

01

02

01

0044

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alckasi Khusus Fislk-Bidang Perumahan
dan Permmukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya

01

02

01

G045

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan
dan Pemmukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya

01

02

01

0048

Pelampauan Peherimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan
dan Permmukiman-Afimasi-Penyediaan Rumah Khusus

o

02

01

0047

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-
Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra [KM

01

02

01

0048

Pelampauan Pensrimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokast Khusus Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-
Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan

Pertanian

01

02

01

0049

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusal-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan
Perikanan-Penugasan

V\/
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1

01

02

o1

0050

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata- Penugasan

01

02

o1

0051

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasl Khusus Fisik-Bidang Jalan-
Reguler-Jalan

01

0z

o

0052

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemersintah Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan

01

02

{13 ]

0053

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pamerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Trensfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-
Penugasan-Keselamatan Jalan

01

0z

o1

0054

Pelampauan Penerimaan Pendapalan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasl Khusus Fisik-Bidang Air Minum-
Reguler

01

0z

01

0055

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemsrintah Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum- Afirmasi

01

02

o

0056

Pelampauan Penarimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pamerintah Pusat-Dana Paerimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokas] Khusus Fisik-Bidang Air Minum-
Penugasan

01

02

01

D057

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler

o

02

01

0058

Pelampatan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasl- Airmasi

01

02

01

0055

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-
Penugasan

01

02

01

Q060

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemeriniah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Fransfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-
Penugasan

01

02

01

0061

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alckasi Khusus Fisik-Bidang Pasar-
Penugasan

ot

02

a1

0052

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup

o1

02

(1))

Q063

Pelampauan Penerimazan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan

o1

0z

01

0064

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Parimbangan-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi
Perdesaan-Afirmasi

PENDAPATAN DAERAH-LO

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD}-LO

Pajak Daerah-LO

AR

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

PKB-Mabil Penumpang-Sedan-LO

0001

PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO

0002

PKB-Mohil Penumpang-Sedan-Umum-LO

0003

PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat-LO

0004

PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO

PKB-Mobil Penumpang-Jeep -LO

0001

PKB-Mobil Penumpang-~Jeep -Pribadi-LO

0002

PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Umum-LO

0003

PKB-Mobil Panumpang-Jeep- Pemerintah Pusat-1. O

0004

PKB-Mobil Panumpang-Jeep -Pemerintah Daerah-LO

PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO

0001

PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO

0062

PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum-LO

0003

PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat -LO

0004

PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintab Daerah-LO

PKB-Mobil Bus-Microbus -LO

0001

{PKB-Mobil Bus-Microbus -Pribadi-LO

0002

PKB-Mobil Bus-Microbus -Umum-LO

0003

PKB-Mabil Bus-Microbus -Pemerintah Pusat-1.O

0004

PKB-Mobil Bus-Microbus -Pemerintah Daerah-LO

PKB-Mobil Bus-Bus-LO

0001

PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi-LO

0002

PKB-Mobil Bus-Bus-Umum-.O

0003

PKB-Mobil Bug-Bus-Pemerintah Pusaf-LO

0004

PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah-LO

PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -LO

0001

PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pribadi-1.O

oog2

PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Umum-LO

ooo3

PKB-Mgobil Barang/Beban-Pick Up -Pemerintah Pusat-LO

0004

PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pemeriniah Dagrah-LO

}PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -LO

] T e LT T T e T T T T T e e e e e T e S T T T I
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0001

| PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pribadi-LO
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Q002

PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Umum-LO

0003

PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pemerintah Pusat-LO

0004

PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pemerintah Daerah-LO

|PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -LO

0001

PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pribadi-LO

0002

PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Umurn-LO

0003

PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pemeriniah Pusat-LO

0004

PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pemerintah Daerah-LO

PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO

0001

PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pribadi-L.O

0002

PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Umum-LO

0003

PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pernerintah Pusat-LO

0604

P&B-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pemerintah Daerah-LO

PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-L0O

0001

PKB-Sepeda Mator-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi-LO

oop2

PKB-Sepeds Motor-Sepeda Mofor Roda Dua-Umum-LO

0003

PKB-Sepeada Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat-LO

0004

PKB-Sepeda Molor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah-LO

PKB-Sepeda Molor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO

0001

PKE-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi-1O

0002

PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum-LO

0co3

PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO

0004

PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintzh Daerah-LO

PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO

000t

PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasiken di Air-Pribadi-LO

0002

PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasiken dr Air-Umum-LO

0003

PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Permerintah Pusat-1.Q

0004

P¥B-Kendaraan Bermiolor yang Dioperasiken di Air-Pemerintah Daerah-LO

PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO

0001

PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi-LO

0002

PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum-10

00603

PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat-LO

0604

PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemetinigh Daerah-L.O

PKB-Mobil Roda Tiga-1.0

0001

PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi-LO

0002

PKB-Mobi! Roda Tiga-Umum-LO

0003

PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO

0004

PKB-Mcbil Roda Tiga-Pemeyintah Daersh-LO

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BENKB}-LO

BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -L.O
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0001 |BENKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
01]02]02 BBNKB-Maobil Penumpang-Jeep -LO
01]02]02] 0001 |[BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep -LO
01]02]|03 BENKB-Mobil Penumpang-Minibus -LO
01]|02]| 03| 0001 |BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus -LO
01]02| 04 BBNKB-Mobit Bus-Micrabus -LO
01] 02| 04} 0001 |BENKB-Mobil Bus-Micrebus -L.O
01]02] 05 BBNKB-Mchil Bus-Bus-LO
D1)02)05{ 0001 |BBNKB-Mebil Bus-Bus-LO
01102 | 06 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -LO
01]02)| 08§ 0001 |BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -LO
01]o2| o7 BBENKB-Mcbil Barang/Beban-Light Truck- 1O
01] 02| 07} 0001 |BENKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -LO
01]02]08 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck -LO
01]02)08] 0001 |BENKB-Mohil Barang/Beban-Truck -LO
01| 02|08 BBNKB-Mobil Baran: ban-Blind Van -LO
01]02]| 09| 0001 |BBNKB-Mobii Barang/Beban-Blind Van -LO
0102|110 BBENKB-Sepeda Motor-Sepada Motor Roda Dua-LO
01]02] 10| 0001 |BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
ofrjoz|11 BBENKB-Sepetia Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
01]|02| 11| 0001 |BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
01]02]|12 BBNKB-Kendaraan Barmotor yang Dioperasikan di Air-LO
01]02] 12| 0001 |BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
01]|02]13 BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
01| 02] 13| 0G0t |BENKB-Kendaraan iKhusus Alat Berat-LO
01]02] 14 BBNKB-Mobil Roda Tiga-1.O
01] 02] 14| 0601 |BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
01)] 03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemmotor (PBBKB}-LO
0t 03|01 PBEKB Bahan Bakar Bensin-LO
01| 03| 01] 000% |PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
01| 03|02 PBBKB Bahan Bakar Solar-LO
01]03] 02| 0001 |PBBKB Bahan Bakar Sofar-LO
01]03]|03 PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
01| 03| 03| 0001 |PEBKB Bahan Bakar Gas-LO
01]03| 04 PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
01]03; 04| 0001 {PBBKB Bghar Bakar Lainnya-LO
01|04 Pajak Air Permukaan-LO
01104] 01 Pajak Air Permukaan-LO
010401} 0001 |Pajak Air Permukaan-1LO
0105 Pajak Rokok-LO
01]05]| 01 Pajak Rokok-LO
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7]1]01]| 05| 01| 0001 |Pajak Rokok-LO
7]1] 01| 08 Pajak Holel- LO
711501]| 05| 01 Pajak Hotel-LO
7]1) 01| 06| 01| 0001 |Pajak Hotel-LO
7]1]o1| 06| 02 Pajak Motel-LO
7|1]01]| 06| 02| 0001 |Pajak Mote-LO
7]1101) 06| 03 Pajak Losmen-LO
7|1j01]| 06| 03| 0001 |Pajak Losmen-LO
7]1]01] 06|04 Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7|1]01]| 06| 04| 0001 |Pajek Gubuk Pariwisata-LO
7|1]01] 06| 05 Pajek Wisma Pariwisata-LO
7|1] 01| 06| 05| 0001 |Pajak Wisma Pariwisata-LO
7]11]101| 05|06 Pajak Pesanggrahan-LO
711} 01| 06| 06| 0001 |Pajak Pasanggrahan-LO
711;01[ 08| 07 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7]|1101]| 06| 07| 0001 |Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
711i01|06] 08 Pajek Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)=LO
7j1101]06(08) 0001 |Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh}-1LO
711 01]| 07 Pajak Restoran-LO .
7]1j01] 07| 01 Pajak Restoran dan Ssjenisnya-LO
7|11 01|07 |01] 0001 |Pajek Restorar dan Sejenisnya-LO
711i01|07] G2 Pajak Rumsh Makan dan Sejenisnya-LO
711} 01| 071 02] 0001 |Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7i1[{01]07{03 |Pajak Kafataria dan Sejenisnya-LQ
71t[ 01) 07103} 0001 |Pajak Kafelaria dan Sejenisnya-LO
7i1; 01} 07|04 Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
711|011 075 04| 0001 {Pajak Kantin dan Sejenisnya-1.O
7|1| 01} 07|05 Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7/1] 011 07| 05| 0001 |Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7[1|01[07]| 08 Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
7|1/ 01§07] 06| 0001 |Psjak Bar dan Seienisnya-LO
7111 01{07]| 07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-1.0
7]1] 01| 07| 07| 0001 _|Pajek Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7|1] 01|08 Pajak Hiburan-LO
7|1] 01| 08] 01 Pajak Tontonan Film-LO
7|11 01| 08| 01| 6001 |Pajak Tontonan Film-LO
7l1j01}08]02 Pajak Pagelaran Kesenlan/Musik/Tari/ Busana-LO
7111 01| 08| 02| 0001 |Pajak Pagelaran Kesenlan/Musik/Tari/Busana-LO
7/1101|08]03 Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
7]1j01)08] 03| 0001 |Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
711]01[ 08104 Pajak Pameran-L0O
7111 01| 08| 044 0001 |Pajak Pameran-LO
7|1{01|08]05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
7]1101| 08| 05) 0001 |Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
7{11 01|08l o8 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
731l 01| 08| 06¢ 0001 |Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
711|l01|08]07 Pajak Permainan Biliar dan Bowling -LO
7111 01| 08107] 0001 |Pajak Permainan Biliar dan Bowling -LO
7l1]01| 0808 Pajak Pacuan Kuda, Kendaragn Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-10
7| 1] 01]08;08| 0001 jPajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-1O
7]1]01{08}09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center }-LO
711|013 08| 09| 0001 {Pajak Panti Pijat, Reflekst, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center }-LO
711|013 08¢ 10 Pajak Pertandingan Qlahraga-LO
7111011081 10] 0001 jPajak Pertandingan Olahraga-L.O
7|1 01]09 Pajak Reklame-LO
7|1|01)09] 01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron -LO
7111011 09| 01] 0001 |Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron -LO
7]1| 011 09| 02 Pajak Reklams Kain-LO
7]1] 01§ 09| 02| 0001 {Pajak Rekiame Kain-LO
71101109} 03 Pajak Reklame Melekal/Stiker-LO
7|1 01| 09] 03| 0001 |Pajak Rekiame Melekat/Stiker-LO
7|1| 01| 09] 04 Pajak Reklame Selebaran-LO
711| 01| 09| 04| 0001 |Pajak Reklame Selebaran-LO
7l1] 01l 09| 06 Pajak Reklame Berjalan-LO
711|011 09] 05| 0001 [Pajak Reklame Berjalan-LO
7|11 01109] 06 Pajak Reklams Udara-LQ
7|1] 01| 09| 06| 0001 |Pajak Reklame Udara-LO
711|011 09| 07 Pajak Reklame Apung-LO
7]1] 011 09) 07| 0001 |Pgjak Reklame Apung-LO
711|017 00(08 Pajak Reklame Suara-LO
7|11] 01} 09| 08| 0001 |Pajak Reklame Suara-LO
7]1] 01| 09| 09 Pajak Reklame Film/Slide -L.O
7]1] 01| 09| 09| 0001 |Pajak Reklama Film/Slide -LO
7|1]01]| 09| 10 Pajak Reklame Peragaan-LO
7|1]01]| 09] 10| 000% |Pajek Reklame Peragaan-LO
711]01)10 Pajak Penerangan Jalan-LO
7y1] 01110} 01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7| 1] 011 10| 01| 0001 |Psjak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendin-LO
7l1]01] 10| 02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7|1] 01} 10| 02| 0001 |Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
711j01| 11 Pajak Parkir-LO
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7{1| 01| 11|01 Pajak Parkir-LO
7{1101[11] 01] 0001 |Pajak Parkir-LO
711101 [ 12 Pajak Air Tanah-LO
71101 [ 12] 01 Pajak Air Tanah-LO
7|1])01(12]| 01| 0001 |Pajak Air Tanah-LO
711101]13 Pajak Sarang Burung Walet-LO
711401 13| 01 Pajak Sarang Burung Walet-LO
7|1] 01| 13| 01| 6001 |Pajak Sarang Burung Walel-LO
Tri| e 14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
7T|1| 01| 14|01 Psjak Asbes-LO
7|1]01] 14| 01| 0001 [Pajak Asbes-LO
T|1]01] 14] 02 Pajak Baty Tulis-LO
7|11 01| 14| 02| 0001 |Pajak Batu Tulis-LO
7|1]/01[14] 03 Pajak Batu Setengah Permata-LO
7|1]01[14]| 03| 0001 |Pajak Batu Setengah Permata-LO
71|/ 01| 14] 04 Pajak Batu Kapur-LO
7|11 01| 14| 04| 0001 [Pajak Batu Kapur-LO
7]1]011 14105 Pgjak Batu Apung-LO
71|01} 14] 05| 0001 |Pajak Batu Apung-LO
7111014 141 06 Pgjak Batu Permata-LQ
7/1] 01§14} 06| 0001 {Pajak Batu Permata-LO
71|01} 14| 07 Pajak Bentonit-LO
7|1/ 01} 14| 07| 0001 {Pgjak Bentonit-1.O

Q 7|1| 01} 14| 08 Pgjak Dolomit-LO
7[1]01] 14| 08| 0001 [Pgjak Dolomit-LO
TI1]01f 14} 09 Pajak Felspar-LO
7({1]/01]14] 09| 0001 {Pajak Felspar-LO
71| 01] 14] 10 Paiak Garam Batu {Halite }-LO
7(1]01]14] 10| 0001 |Pajak Garam Baty (Halite }-LO
T[1]01] 14| 11 Pajak Grafit-LO
711|011 14| 11| 0001 |Pajak Grafit-L.O
7[1( 011 14] 12 Pajak Granit/Andesit-LQ
7]1) 01 14| 12]| 0001 |Pajak Granit’/Andesit-LO
TI1]01] 14] 13 Pajak Gips-LO
7| 1] 01| 14| 13| 0001 |Pajak Gips-LO
7|11 01| 14] 14 Pajak Kalsit-LO
711301 (14| 14| 06001 [Pajak Kalsit-LO
7]1to01[14] 15 Pajak Kaolin-LO
7111 01(14]| 15| 0001 |Pajak Kaolin-LO
7111 01[14] 16 Pajak Leusit-LO
7|11 01 14| 16] 0001 |Pajak Leusit-L.O
7|1{01]| 14|17 Pajak Magnesit-LO
7[1] 01| 14| 17| 0001 |[Pajak Magnesit-LO
7]1]01]14]18 Pajak Mika-LO
711101 14| 18| 0001 |Pajak Mika-LO
7]1j01[14]19 Pajak Marmer-LO
7|13 01| 14] 19| 0001 |Pajak Mammer-1.O
71101 14]20 Pajak Nitrat-LO
7|11 01| 14]20] 0001 |Pajak Nitrat-LO
711|011 ]14] 21 Pajak Opsidien-LO
71l 01[ 14| 21| 0001 |Pajak Cpsidien-LO
711101 )14 22 Pajak Oker-LO
7111 01( 14| 22| 0001 |Pajak Oker-LO
7l1101} 14|23 Pajak Pasir dan Kerikil-LO
7[1] 01| 14| 23| 0001 |Pajak Pasir dan Kerikil-L.O
TI1]01[14] 24 Pajak Pasir Kuarsa-LO :
7|11 01| 14| 24| 0001 |Pajak Pasir Kuarsa-LO
711011425 Pajak Perlit-LO
7]13 01| 14| 25| 0001 |Pajak Periit-LO
711101 14] 26 Pajak Phospat -LO
7111 01| 14| 26 | 0001 |Pajak Phospat-LO
7111 01[14] 27 Pajak Talk -LO
711 01| 14| 27| 0001 |Pajak Talk-LO
7|11 01[14]| 28 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth }-1O
7| 1| 01| 14] 28| 0001 |Pejek Tanah Serap (Fullers Earth )-LO
71| 01[14] 29 Pgjak Tanah Diatome -L.O
7(1] 01| 14| 29| 0001 |Pajak Tanah Diatomme -LO
7]1]01] 14] 30 Pgjak Tanah Liat-LO
7[1] 01} 14| 30| 0001 {Pajak Tanah Liat-LO
71|01} 14] 31 Pajak Tawas (Alum)-LO
711l 01] 14] 31| 0001 |Paiak Tawas (Alum)-LO
711/ 01} 14] 32 Pajak Tras-LO
7|1] 01 14] 32| 0001 |Pajak Tras-LO
711]01] 14| 33 Pgiak Yarosif-LO
T|1] 01} 14| 33| 0001 |Pajak Yarosif-LO
TIt] 0114134 Pajgk Zeclit-LO
71 01] 141 34 0001 |Pajak Zeclit-LO
7{1{01] 14|35 Pajak Basal-LO
7]1}01] 14| 35] 0001 |Pajak Basal-LO
711(01]| 14| 36 Pajek Trakit-LO
71

01] 14436 0001 jPajak Trakit-LO
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01] 1437

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO

01] 14137

0001

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO

Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO

0{]15] 01

PBBP2-LO

01]15] 01

0001

PBBP2-LO

Bea Perolehan Hak Atas Tangh dan Bangunan {BPHTB)-LO

BPHT8-Pemindahan Hak-LO

0001

BPHTB-Pemindahan Hak-LO

BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO

0001

BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO

Refribusi Daerah-LO

Retribusi Jasa Unmum-LO

Retribusi Pelayanan Kesehatan-L.O

0001

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO

0002

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-£O

[#]e]ex]

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembanty-LO

0004

Refribusi Pelayanan Kesehatan di Fuskesmas Balai Pengobatan-LO

G005

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Dasrah-LO

0005

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehaten Lainnya yang Sejenis-
LO

Retribusi Pelayanan Parsampahan/ Kebersihan-LO

0009

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO

Refribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO

oo

Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan
serla Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO

0002

Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO

Refribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umnum-LO

0009

Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO

Retribusi Pelayanan Pasar-LO

0001

Retribusi Pelataran-LO

ooz

Retribusi Los-1.O

0003

Retribusi Kios-LO

Retribusi Pengujian Kendaraan Bammotor-LO

0001

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO

Ratribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO

0001

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan danfatau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO

0002

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan
Kebakaran-LO

0003

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan danfatau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO

0001

Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garig)-LO

0002

Retribusi Penyediaan Peta Folo-LO

[¢]¢]¢x3

Retribusi Penvediaan Peta Digital-LO

0004

Retribusi Penyedigan Peta Tematik-LO

0005

Retribusi Penyediaan Peta Teknis {Struktur)-LO

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO

0001

Retribusi Penyediaan danfatau Penyedotan Kakus-LO

Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO

0001

Retribusi Rumeh Tangga-LO

0002

Retribusi Perkantoran-LO

0003

Retribusi Industri-LO

Ratribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-L.O

0o

Retribusi Pelayanan Penguijian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-
L0

ooo2

Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO
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Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO

BEBAN DAERAH

BEBAN OPERASI

Beban Pegawai

[w]lwiiu]

Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban Gaji Pokok ASN

0001

Beban Gajl Pokok PNS

0062

Beban Gaji Pokok PPPK

Beban Tuniangan Keluarga ASN

0001

Beban Tunjangan Keluarga PNS

0002

Beban Tunjangan Keluarmga PPPK

Beban Tunjangan Jabatan ASN

0001

Beban Tuniangan Jabatan PNS

0002

Beban Tunjangan Jabatan PPPK

Beban Tunjangan Fungsional ASN

0001

Beban Tunjangan Fungsional PNS

0002

Beban Tunjangan Fungsional PPPK

Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN

0001

Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS

0002

Beban Turjangan Fungsional Umum PPPK

Beban Tunjangan Beras ASN

0001

Beban Tunjangan Beras PNS

0op2

Beban Tunjangan Beras PPPK

Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
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0001

Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
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0002

Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK

Beban Pembulatan Gaiji ASN

Q001

Beban Pembulatan Gaji PNS

0002

Beban Pembulatan Gaji PPPK

Beban luran Jaminan Kesehatan ASN

0001

Beban luran Jaminan Kesehatan PNS

Q002

Beban {uran Jaminan Kesehatan PPPK

Beban juran Jaminan Kecelakaan Keja ASN

0001

Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

0002

Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK

Beban Juran Jaminan Kematian ASN

Qoo

Beban Juran Jaminan Kematian PNS

0002

Beban luran Jaminan Kematian PPPK

Beban juran Simpanan Peseria Tabungan Perumahan Rakyat ASN

Q001

Beban furan Simpanan Peseria Tabungan Perumahan Rakyat PNS

0002

Beban luran Simpanan Peseria Tabungan Perumahan Rakyat PPPK

Beban Jaminan Hari Tua ASN

0001

Beban Jaminan Har Tua PNS

Beban Tunjangan Khusus®)

0001

Beban Tunjangan Khusus®)

Beban Zakat ASN

0001

Beban Zakal PNS

opo2

Beban Zakat PPPK

Beban Tambahan Penghasilan ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

0001

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

0002

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN

0001

Bsban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bartugas PNS

0002

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Beriugas PPPK

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

0001

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS

0002

Beban Tambahan Penghasllan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

0001

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS

0002

Beban Tambahan Penghasifan berdasarkan Kelangkean Profesi PPPK

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

0001

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS

0002

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Perlimbangan Objektif Lainnya ASN

iBeban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Q001

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

0002

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

0003

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungetan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor

0004

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alr Permukaan

0005

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok

0008

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel

0007

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran

0008

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan

00Qg

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reldame

0010

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

oo

{Beban Insentif hagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir

o2

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah

0013

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

0014

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Paiak Minera! Bukan Logam dan Batuan
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0015

Beban Insentif bagl ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan

-

41}

03

01

0018

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan

=3

03

02

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

03

02

0001

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
jKesehatan

1] 01

03

02

0002

Beban insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

11 01

0003

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat

1101

03

02

0004

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum

8| 1] 01

a3

02

0005

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar

8111

03

0z

0006

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penguiian
Kendaraan Bermotor

1™

03

02

0007

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran

1191

03

02

0008

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya
Catak Peta

1M

0z

0009

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Relribusi Jasa Umum-Penysdiaan
danfatau Penyedolan Kakus

03

172

0010

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi JJasa Umum-Pengclahan Limbzh
Cair

03

02

aoi1

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Tera/Tera Ulang
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1

01

03

02

0012

Baeban Insentif bagi ASN atas Pemungttan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Pendidikan

1

01

03

02

0013

Beban Insentif bagt ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi

01

03

02

0014

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian
Kekayaan Daerah

01

03

02

0015

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir
danfatau Perfokoan

01

03

02

0018

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Refibusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat
Pelelangan

01

03

02

0017

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal

01

03

02

00138

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus
Parkir

01

03

02

0019

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Vila

01

03

02

0020

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusl Jasa Usaha-Rumah Potong
Hewan

™

03

02

o021

iBeban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribust Jasa Usaha-Pelayanan
Kepselabuhan

01

a3

02

0022

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan
Olahraga

01

a3

02

0023

Beban Insentlf bagt ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di
Air

01

03

02

0024

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi
Usaha Daerah

01

03

02

0025

Bebean Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Terfentu-lzin
Mendirikan Bangunan

o1

03

02

0026

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Refribusi Perizinan Tertentu-izin Tempat
Penjusian Minuman Beralkoho!

01

03

02

noz2y

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-1z2in Trayek
untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

01

03

02

0028

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-lzin Usaha
Perikanan

01

03

02

0029

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian
Lalu Lintas

01

03

02

0030

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan
1zir Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

o1

03

02

0031

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perzinan Tertentu-Perselujuan
Bangunan Gedung

03

02

0032

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (TKA)

0033

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-
Perfambangan Rakyat

Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

0001

Beban TPG PNSD

Bsban Tunjangan Khusus Guru (TKG} PNSD

0001t

Beban TKG PNSD

Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

0001

Beban Tamsil Guru PNSD

Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

0001

Beban Jasa Pslayanan Kesehatan bagi ASN

Beban Honorastium

0001

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

0002

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

0003

Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Beban Jasa Pengelolaan BMD

0001

Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan

0002

Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Uang Representasi DPRD

0001

Beban Uang Representasi DPRD

Beban Tunjangan Keluarga DPRD

2001

Beban Tunjangan Keluarga DPRD

Beban Tunjangan Beras DPRD

0001

Beban Tunjangan Beras DPRD

Behan Uang Paket DPRD

0001

Beban Uang Pakel DPRD

Beban Tunjangan Jabatan DPRD

0001

Beban Tunjangan Jabatan DPRD

Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

ago9

Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

0001

Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DFRD

Beban Tunjangan Komunikast Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

0001

Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

Beban Tunjangan Reses DPRD

0001

Beban Tunjangan Reses DPRD

Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

0001

|Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
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{Beban Pembulatan Gaji DPRD
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0001

Beban Pembulatan Gaji DPRD

Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

0001

Beban Jaminan Kesehatan DPRD

0002

Beban Jaminan Kecelakaan Kerfja DPRD

0003

Beban Jaminan Kematian DPRD

0004

Beban Tunjangan Perumahan DPRD

Beban Tunjangan Transportasi DPRD

0001

Beban Tunjangan Transportasi DPRD

Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD

RRRRRERBR[R

0001

Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan KDHWKDH

Beban Gaji Pckok KDHMWKDH

Qac0d

Beban Gaji Pokok KDHAWKDH

Beban Tunjangan Keluarga KDHMWKDH

0001

Beban Tunjangan Keluarga KDHMWKDH

Beban Tunjangan Jabatan KDHAWKDH

0001

Beban Tunjangan Jabatan KDHWKDH

Beban Tunjangan Beras KDHAWWKDH

0001

Beban Tunjangan Beras KDHWKDH

Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDHAWKDH

0001

Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KBHMWKDH

Beban Pambulatan Gaji KDHAWKDH

0001

Beban Pembulatan Gaji KDHAWKDH

Beban Juran Jaminan Kesehatan KDHMWKDH

0001

Beban luran Jaminan Kesehatan KDHMKDH

Beban luran Jantinan Kecelakaan Kerja KDHWKDH

000

Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDHWKDH

Beban luran Jaminan Kematian KDHAMWKDH

0001

Beban luran Jaminan Kematian KDHAMWKDH

Beban Insentif bagi KDHWKDH atas Pemungulan Pajak Daerah

oo

Beban Insentif bagi KDHWKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
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o002

Beban Insentif bagi KDH/MWKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kenidaraan
Bermotor

0003

Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor

0004

Beban Insentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Pajak Aflr Permukaan

0005

Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok

0008

Beban Insentif bagi KDHWKDH atas Pemungutan Pajak Hotel

0007

Beban Insentif bagi KDHMWKDH atas Pemungutan Pajak Restoran

0008

Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan

0003

Beban Insentif bagi KDH/WKBDH atas Pemungutan Pajak Reklame

0010

Beban Insentif bagi KDHMWKDH atas Pemunguian Pajak Penerangan Jalan

0011

Beban Insentif bagi KDHMWKDH atas Pemungutan Pajak Parkir

0012

Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah

0013

Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
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0014

Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan

=]

05

10

0015

Beban Insentif bagi KDHWKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dar Perkotaan

05

10

0016

Beban Insentif bagi KDHMWHKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan

8i1| M

05

11

Beban Insentif bagi KDHMWKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah

8|1 01

05

1

0001

Beban Insentif bagi KDHMWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Palayanan
Kesehatan

1] 01

05

"

ooo2

Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

1] 01

05

1"

0003

Beban Insentif bagi KDHMWHKDH etas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat

1101

n

0004

Beban Insentif bagi KDHWKDH atas Pemungutan Refribusi Jasa Umum-Pelayanan
Parkir di Tepl Jalan Umum

1101

05

1

0005

Beban Insentif bagi KDHAMWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Pasar

1™

05

11

0006

Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian
Kendaraan Bemmotor

1] 01

05

11

0007

Beban Insentif bagi KDH/MWHKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

|1

05

1

{008

Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-
Penggantian Biaya Cetak Peta

R

05

"

0008

Beban [nsentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan
dan/atau Penyedotan Kakus

i

0s

11

Qo160

Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan
Limbah Cair

HEU

0s

11

0011

Beban Insentif bagi KOHAVKDH atas Pemungutan Retribust Jasa Umum-Pelayanan
Tera/Tera Ulang

1o

05

1

Q012

Beban Insentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
Pendidikan

0s

11

0013

Beban Insentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan
dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

05

11

014

Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian
Kekayzan Daerah
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PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING
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1

o1

05

11

0015

Beban Insenlif bagi KDHAWKDH satas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir
danfatau Pertckoan

o1

05

11

ao1e

Beban Insentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat
Pelelangan

o3 ]

05

11

0017

Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Temminal

01

05

11

a018

Beban Ensentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat
Khusus Parkir

01

05

11

0018

Beban Insentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat
Pengingpar/Pesanggrahan/Vila

o1

05

11

0020

Beban Insentif bagi KDHAWWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah
Potong Hewan

o

05

11

Q021

Beban Insentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan
Kepelabuhanan

0t

05

1t

0022

Beban [nsentif bagi KDOHWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat
Rekreasi dan Olahraga

01

05

11

0023

Beban Insentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-
Penyebsrangan di Alr

0t

05

i1

0024

Beban [nsentif bagi KDHAWKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Ussha-Penjualan
Produksi Usaha Daerah

01

05

11

0025

Beban Insentif bagi KDH/WXKDH atas Pemungutan Retrbusi Perizinan Tertentu-Izin
Mendirikan Bangunan bagi KDHAVKDH

01

05

11

0026

Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-lzin
Tempat Penjualan Minuman Beralkchol

ol

0s

1

0027

Beban [nsentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-1zin
Trayek untuk Mehyediakan Pelayanan Angkutan Umum

o1

05

11

0028

Beban Insentif bagi KDHMWKDH afas Pemungutan Refribusi Perizinan Terentu-Izin
Usaha Perikanan

ot

05

11

0029

Beban Insentif bagi KDHWKDH stas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-
Pengendalian Lalu Lintas

01

05

11

0030

Beban Insentif bagl KDHAWKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-
Perpaniangan kzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing {(IMTA)

-

o1

05

11

0031

Beban Insentif bagi KDHMWHKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-
Persetujuan Bangunan Gedung

-]
-

05

003z

Beban tnsentif bagi KOHWKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

00233

Beban Insentif bagi KDHWKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-
Pertambangan Rakyat

Beban Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH

0001

Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasitkan Pendapatan bagi KDH

0002

Beban Jasa Pengslolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD seria KDHMWKDH

Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD

0001

Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD

Beban Dana Operasional KDHMWKDH

0001

Beban Dana Operasional KDHMWKDH

Beban Gaji dan Tunjangan MRP

Beban Uang Representasi MRP

Qoo1

Beban Uang Representasi MRP

Beban Tunjangan Keluarga MRP

0001

Beban Tunjangan Keluarga MRP

Beban Tunjangan Beras MRP

0001

Beban Tunjangan Beras MRP

Beban Uang Paket MRP

Qo1

Beban Uang Paket MRP

Beban Tunjangan Jabatan MRP

0001

Beban Tunjangan Jabatan MRP

Beban Tunjangan Kelompok Kerja MRP

0001

Beban Tunjangar Kelompok Kerja MRP

0001

Beban Uang Penghargaan MRP

Beban Uang Penghargaan MRP

Beban Tunjangan Komunikssi ntensif MRP

0001

Beban Tunjangan Komunikasi Intensif MRP

Beban Tunjangan Transportasi MRP

0001

Beban Tunjangan Transportasi MRP

Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP

0c01

Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP

Beban Pembulatan Gajl MRP

0001

Beban Pembulatan Gaji MRP

Baban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP

0001

Beban [uran Jaminan Kesehatan bagi MRP

0002

Beban Jaminan Kecelakaan Kerja MRP

0c03

Beban Jaminan Kematian MRP

0004

Beban Tunjangan Perumahan MRP

Beban Pegawai BOS

Beban Pegawai BOS

agas

Beban Pegawal BOS

Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD

9999

Beban Pegawai BLUD

Beban Barang dan Jasa
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Beban Barang
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DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING URAIAN SALDO NORMAL

021 01|01 Beban Barang Pakai Habis

p2{ 011 01| 0001 jBeban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

02] 01} 01| 0002 iBeban Bahan-Bahan Kimia

02| 01701} 0004 |Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

02| 01]01) 0005 |Beban Bahan-Bahan Baku

02| 01| 01| 0006 |Beban Bahan-Bahan Kimia Nuklir

02| 01| 01] 0007 |Beban Bahan-Barang dalam Proses

02| 01| 01] 0008 |Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman

02{ 01| 01} 0009 {Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran

02101} 01| 0018 {Beban Bahan-isi Tabung Gas

02] 01} 011 0011 {Beban Bahan-Bahan/Bibit Termak/Bibit lkan

02| 01| 0611 0012 |Baban Bahan-Bahan Lainnya

02| 61| 011 0013 |Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

0014 |Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar

02| 01] 01| 0015 [Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokieran

02| 01| 01| 0018 |Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium

02§ 01} 01| 0017 jBeban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar

02]01] 01} 0018 |Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studic dan Komunikasi

02| 01| 61} 0018 |Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pestanian

02| 01| 01| 0020 |Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengke!

02| 01| 01| 0022 |Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial

02| 01| 01| 0023 |Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya

0231 01| 01| 0024 |Beban Alat/Behan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

02] 01§ 01] 0025 {Beban Alat/Bahan unfuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

02| 01| 011 0026 |Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

02| 01| 01| 0027 [Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
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62 | 01| 01| 0028 |Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persedizan Dokumen/Administrasi Tender

KETERANGAN DST.....ous SESUA! DENGAN KEPUTUSAN MENTERI NO 50 TAHUN 2021
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BUPAPL OGAN ILIR,




